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MOTTO

s Wi B3y WL B i
Y oH Gy, B i fedl
erab el rr s
L6, iy L ek
Bukankah telah Kami lapangkan dadamu untukmu?
Dan Kami lepaskan beban darimu.
Yang memberatkan punggungmu.
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (namamu).
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia). bersungguh-sunggulah
(dalam beribadah).

Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 1-8)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10
September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa
penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

| alif Tidak dilambangkan Tidak diambangkan

4 ba b be

- ta t te

iy sa 4 es (dengan titik di atas)
. jim j je

c ha h ha (dengan titik di bawah)
& kha kh ka dan ha

% dal d de

% 2al b zet (dengan titik di atas)
, ra r er

3 za z zet

e sin s ' es

& syin 8y €5 dan ye
o sad 5 es (dengan titik di bawah)
= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta L le (dengan (itik di bawah)
B za Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain e koma terbalik ke atas

¢ ghain g ge




ik fa £ cf
3 qaf q ki
4 kaf k ka
J lam 1 el
. mim m em
5 nun i e
3 wawu W we
3 ha h I ha
2 hamzah ‘ apostrof
¢ | y ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Naa ' Iuruf Latin Nama
— fathah a a
Ry kasroh i i
— dammah u u
1 |
Contoh; L3 - kataba L35 -yaabu
W - fa‘ala . - sulila

= -
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2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, vaitu;

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
s Fathah dan ya ai adan i
. Fathah dan
2 au a dan u
wawu
Conltoh: L - kaifu e - suulu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
L fathah dan alif 5 a dan garis
sk atau ya lengkung di atas
(S sone _ . i dan garis
kasroh dan ya : lengkung di atas
. dammah dan a u dan garis
3 Wi lengkung di atas
Contoh:
Ji - qgila & -qila
% o Ty

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup

X1l




2) Tamarbutah mati
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:
Juabiyy s Raudah al-Atfal
;J}'-ii FERL ﬂ!h’lﬂd}ﬂﬂah ni—hﬂuna‘:«.ﬂ‘fﬁrah
b Talhah

L |

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasvdid yang dalam sistem tulisan Arab dilamhangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yatu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda svaddah itu.

Contoh:

ip -
Ly, - rabbani
g% - nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

vaitu J. namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti

oleh huruf gamariyyah.
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1} Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyahk, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyvah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikut huraf svamsivvah maupun huruf gamarivvah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung.

Contoh:

oo - ar-rajulu

sy - al-qalamu

. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata, Bila hamzah itu terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| Hamzah di awal 1< | akala
Hamzah di tcagah P - ta'murlina
Hamzah di akhir el al-muljt’
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8. Penulisan Kata
Pada dasamyva setiap kata. baik isim, fi’il maupun huruf. ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
dihilangkan, maka dalam wansiiterasi ini penuiisan kata tersebur bisa dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
WS PESe S A ol 3 : wa innalldha lahuwa khair ar-rdziqin
Ol LShig : fa aufil al-kaila wa al-mizan
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DAYA PAKSA (OVERMACHT) MENURUT PASAL 48 KUHP
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh : Ngafifatur Rohmah
Pembimbing : Endang Widuri, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Sudah selayaknya tindakan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa
(overmacht) tidak dipidana (tidak dihukum). Meski terdapat ketentuan adanya
daya paksa ini, masih juga menyisakan kasus-kasus riil di masyarakat tetap
dipidanya mereka yang melakukan tindak pidana karena daya paksa. Bagaimana
hukum pidana positif yang terwakili dalam asal 48 KUHP memadang daya paksa
seperti apa yang disebutkannya menghapuskan hukuman. Lalu bagaimana hukum
pidana Islam memandang penghapusan pidana karena daya paksa dengan bentuk
ancaman yang menyertai paksaan,

Dalam penelitian ini penulis membandingkan daya paksa menurut pasal 48
KUHP dan menurut hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami maksud daya
paksa dalam pasal 48 KUHP dan hukum pidana Islam, menambah pengayaan
dalam ilmu perbandingan hukum, serta sebagai bahan masukan dalam penegakan
hukum,

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research). yang
mana sumber-sumber penelitian dari data kepustakean yang berkaitan dengan
pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif
atau perbandingan dengan tujuan untuk membandingkan konsep dan kategori
daya paksa dari masing-masing ketentuan hukum pidana. Dalam pengumpulan
data di sini, penulis menyesuaikan dan menggali dari literatur-literatur yang
menunjang penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, bahwa baik pasal 48 KUHP maupun
hukum pidana Islam menyamakan posisi keadaan darurat dengan paksaan, dan
bahwa daya paksa ini memang menghapuskan hukuman, hanya saja hukum
pidana Islam mengecualikan pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan
berat. Dengan kriteria masing-masing, yang dimaksudkan pasal 48 KUHP adalah
paksaan relatif, sementara hukum pidana Islam lebih kepada paksaan mutlak
(muldfi") yang menghapuskan hukuman pidana.

Kata Kunci: daya paksa (overmacht) yaitu, tekanan, paksaan, ancaman yang tidak
dapat dielakkan.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak untuk hidup. hak memiliki sesuatu,
melakukan perbuatan (hak berekspresi), hak mengeluarkan pendapat, dan lain
sebagainya. Hak-hak terscbut diperbolehkan selama dalam menggunakan
haknya itu tidak melanggar hak-hak orang lain atau mengganggu dan
meresahkan lingkungan sekitar. Sckiranya suatu perbuatan melanggar hak
orang lain dan lingkungan sekitar atau menyalahi kewajiban, maka hukum
perlu ditegakkan. Tujuannya adalah untuk mengatur agar hak-hak itu tidak
melampaui hak orang lain dan agar kewajiban dijalankan scbagaimana
mestinya.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat
yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya
ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan
terlindungi. Dalam mencapai tujunnya itu hukum bertugas membagi hak dan
kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi kewenangan dan
mengatur cara memecahkan hukum serta memelihara kepastian hukum.’

Dengan demikian, baik masyarakat maupun para penegak hukum (terutama

hakim) tahu akan posisinya dan berperan di dalamnya.

! Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 2008), hlm. 77,




Di Indonesia, untuk perbuatan yang ditetapkan dalam peraturan hukum
perundang-undangan sebagai perbuatan pelanggaran atau kejahatan. negara
mengaturnya dalam hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang
mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan
perbuatan tersebut diancam dengan pidana vang merupakan suatu
penderitaan.?

Ketentuan akan perbuatan mana saja yang ditetapkan sebagai tindak
pidana secara umum telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yaitu pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga
tentang Pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang belum ada ketentuannya
dalam KUHP. maka dirumuskan dalam Undang-undang masing-masing
tindak pidana secara spesifik.

Namun demikian, terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu
dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan
dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dengan adanya aturan ini membuktikan
bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si
pembuatnya.’

Pembentukan undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai
derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat
objektif maupun subjektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika
seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang

oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari

* Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta. 1999), him. 170.
* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),
hlm.15.



dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak
dipidananya si pembuat.’

Dalam teori hukum pidana, biasanya alasan-alasan yang
menghapuskan pidana ini di beda-bedakan menjadi: alasan pembenar, alasan
pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Namun dalam KUHP tidak
disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari
Buku Pertama KUHP hanya menycbutkan alasan-alasan yang menghapuskan
pidana.’

Salah satu keadaan yang menjadikan pelaku tidak dipidana karena
adanya alasan yang menghapuskan pidana adalah pelaku dalam keadaan
karena adanya pengaruh daya paksa (overmachr). Dalam hal ini pelaku tidak
dipidana sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Indonesia pasal 48 yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh dava paksa,
tidak dipidana.”®

Bunyi pasal 48 dari KUHP tersebut sifatnya masih umum, tidak
menyebutkan kriteria daya paksa scperti apa yang dapat meniadakan pidana.
Padahal dalam menimbang dan menilai suatu perbuatan seorang hakim harus
tetap objektif dan adil sekaligus bijaksana. Oleh karena itu, dalam hal ini
perlu mengetahui dan memahami doktrin hukum dan yurisprudensi tentang

daya paksa yang menghapus pidana.

* Ibid.

* Mocljatno, Ases-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rincka Cipta, 2000), hlm. 137,

o3 Moeliamo, Kitah Undang-lndong Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
him. 23.




Dikatakan bahwa daya paksa dalam doktrin hukum pidana positif
dibedakan menjadi dua macam yaitu. dava paksa absolut (vis absoluta) dan
daya paksa relatif (vis compulsiva).” Mengenai vis compulsiva biasanya dibagi
menjadi daya paksa dalam arti sempit (overmacht in engere zin) dimana
sumber musababnya paksaan keluar dari orang lain, dan keadaan darurat
(noodtoestand) dimana daya tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi
timbul dari keadaan-keadaan yang tertentu,®

Dalam keadaan darurat biasanya ada tiga kemungkinan, konflik antara
dua kepentingan, konflik antara kepentingan dan kewajiban, dan konflik
antara dua kewajiban.’

Contoh kasus dari adanya daya paksa adalah kasus sebagai berikut,
kasus ini terjadi dini hari (sekitar pukul 02.20) di Bandung yaitu penodongan
di minimarket Alfamart di Jalan Rajawali No.75, Kelurahan Rajawali,
Kecamatan Andir. Dimana seorang kasir ditodong senijata api dan belati untuk
menyerahkan uang yang ada di laci kasir, serta scjumlah rokok. ' Berdasar
pasal 48 KUHP, kasir tersebut dalam keadaan pengaruh daya paksa. Ia
mendapat tekanan, ancaman dari orang lain (perampok) untuk menyerahkan
sejumlah uang yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini kasir mempunyai
pilihan yaitu menyerahkan uang dan ia selamat dari tembakan/sabetan belati
atau ia tidak memberikan uvang dan ia ditembak. dan kasir memilih

menyerahkan uang yang bukan haknya. Oleh sebab perbuatan kasir yang

" Adami Chazawi, Pelgjaran Hukum. . . ., hlm. 30.

® Moeljatno, Asas-asas . . ., hlm. 140.

® fhid , hlm. 140-141,

' http:/iwww, antarajawabarat.com/lihat/berita/291 60t ihat/kategori@6/Hukum. Diakses
10 Desember 2010
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merusak/menghilangkan harta orang lain tersebut adalah karena adanya
paksaan sehingga ia tidak dipidana karena perbuatannya.

Misalnya lagi kasus yang menimpa Misran, seorang mantri kesehatan
desa yang menolong warga Kuala Samboja, Kalimantan Timur, Tidak hanya
mengobati tapi juga mengubah pola kesehatan warga menjadi lebih baik.
Namun demikian, karena dinilai hakim PN Tenggarong tidak punya
kewenangan memberi pertolongan layaknya dokter, dia dituduh melanggar
UU 36/2009 tetang Kesehatan pasal 82 (1) huruf D jo pasal 63 (1) UU No
32/1992 tentang Kesehatan, yaitu Misran tak punya kewenangan memberikan
pertolongan layaknya dokter. Putusan tersebut dikuatkan PT Samarinda,
beberapa bulan setelahnya. Banyak kalangan menyayangkan putusan tersebut.
bahkan pakar hukum pidana, Andi Hamzah menilai seharusnya Misran tidak
dihukum. Sebab, tidak ada orang yang berwenang memberikan pertolongan di
daerah pelosok tersebut. sementara tidak ada dokter."'

Dalam kasus di atas, perbuatan mantri Misran mengobati masyarakat
(memberikan obat dan pengarahan kesehatan layaknya dokter) timbul dari
keadaan-keadaan tertentu, dalam hal ini ia melakukan dalam keadaan darurat
(konflik antara kewajiban menaati undang-undang kesehatan dan kepentingan
menolong warga masyarakat) yang mana di daerah pelosok tersebut tidak ada
dokter yang berwenang memberikan pengobatan. Namun demikian, vang

terjadi adalah Misran tetap mendapatkan hukuman pidana.

" huptiwww, detiknews.com/read/2010/12/30/1 1012171 535758/ 10/sane mantri-misran-
yang-masih-menanti-wahyu. diakses 2 janwari 2012




Melihat hal tersebut tampak adanya ketimpangan antara teori dan
praktek hukum. Paksaan dan keadaan darurat seperti apa vang menghapuskan
hukuman dalam pasal 48 KUHP tersebut.

Sebagaimana dalam hukum pidana positif di Indonesia yang tertuang
dalam pasal 48 KUHP. dalam hukum pidana Islam. yang mana hukum pidana
Islam sendiri lahir (terbentuk) lebih dahulu, juga terdapat istilah untuk daya
paksa yaitu dikenal dengan istilah al-ikrdh yang dalam ketentuannya juga
sebagai salah satu sebab yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman {asbdb
raf"i al-ugiibah).

Khudhari Biek dalam bukunya, Ushul Fikih, terj. Faiz ¢l Muttagien'?,
mendefinisikan a/-ikrdh atau paksaan sebagai, memaksa seseorang berbuat
sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa ucapan atau perbuatan, schingga
andai kata ia dibiarkan niscaya tidak dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah, dardrar (keadaan terpaksa) dalam
hukum pidana Islam menempati al-ikréh (paksaan) dan dasar hukum atau dalil
yang dijadikan sandaran pada keadaan dariirat dan al-ikréh adalah sama.'
Oleh karena itu di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis sebagai dalil a/-
Hrdh umumnya dipakai juga sebagai dalil untuk dardirat (keadaan terpaksa).

Al-Quran  sendiri telah menyebutkan sctidaknya terdapat
pengampunan untuk suatu perbuatan yang dilakukan terpaksa. seperti

tercantum dalam QS. al-An'am ayat 119 yang berbunyi :

" Syaikh Muhammad al-Khudhari Bick, Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttagien, (Jakarta:
Pustaka Amani , 2007), hlm. 214,

" Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri* al-fing' i al-Isdimi Juz 2, (Beirut: Muassasah ar-
Risélah, 1992}, him. 576-581,
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Dan mengapa kamu tidak maw memakan dari apa (daging hewan) yang ketika
disembelih disebwt nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu
apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa,
Dan sungguh. banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannva tanpa

dasar {Jenge.'ahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui
batas."*

Menurut ayat diatas, keadaan terpaksa (baik itu paksaan atau keadaan
darurat) bisa mengurangi tuntutan atau bahkan dibolehkan dan beralihnva
pengertian haram atau larangan, yaitu menjadi bentuk rukhsah (keringanan).

Dalil tentang al-ikréh juga terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan

Ibnu Majah'?
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musaffa al-Himsi, telah
menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim, telah mernceritakan kepada
kami al-Awza'i dari Atho dari lbnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau telakh

bersabda :” sesungguhnva Allah mengapuni dari umatku atas perbuatan vang
dilakukan karena kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan atasnya, "

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk
membandingkan atau mengkomparasikan daya paksa (overmachf) menurut

pasal 48 KUHP dan daya paksa menurut hukum pidana Islam.

* Tim Penerjemah, al-Qur 'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006),
him. 113.

¥ Abu Abdullah Muhammad al-Quzwaini, Sunan fhrr Majah Ju= 1. (Reirut: Dar al-Fikr.
2004), him. 642.




B. Penegasan Istilah

Dava Paksa (Overmacht)

Daya paksa dalam istilah hukum adalah tekanan, paksaan, ancaman
yang tidak dapat diclakkan. Orang yang dipaksa orang lain sebetulnya
masih mempunyai kemungkinan mempertahankan diri tetapi perlawanan
yang dapat diberikan dianggap terlalu berat, sehingga ia tidak dapat
menolak'®. Dalam Kamus Hukum. overmachr (Belanda) diartikan sebagai
keadaan yang luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dalam
bentuk usaha apapun. Hal ini diatur di dalam KUH Pidana pasal 48."7

Dalam penelitian ini penulis menghususkan pada daya paksa
(overmacht) dalam pasal 48 KUHP yang berlaku di Indonesia beserta
doktrin dan yurisprudensi sebagai background dari hukum pidana it
sendiri.

Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang biasa dikenal dengan fikih jinavah
adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan
dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir'.

Abdul Qadir Audah'® mendefinisikan fikih jinayah sebagai -
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“ Tim Penyusun, Ensikiopedi Nasional Indonesia Jilid 4, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka,

1994 ), him. 258.

? Sudarsono, Kamus Hukurm. . . ., him. 333.
' A. Djazuli, Figh Jinayal: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Istam, (Jakarta:;

RajaGrafindo Persada, 1997), him. 1.

Risdlah,

'* Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri‘ al-Jind'i al-Isdlmi Juz I, (Beirt: Mu'assasah ar-
1992), him. 4.
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secara istilah fikih, jinayah adalah sebutan untuk perbuatan vang
diharamkan syara’, baik itu perbuatan pada jiwa, benda atau lainnya,

Dalam penelitian ini hukum pidana Islam yang penulis maksud
Juga meliputi doktrin hukum pidana Islam (vang juga mencakup ushul
fikih).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tebut di atas, yang penulis jadikan rumusan
masalah yaitu bagaimana perbandingan daya paksa menurut pasal 48§ KUHP
dan menurut hukum pidana Islam?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai sekiranya
adalah untuk mengetahui dan memahami konsep ataupun maksud dava
paksa menurut pasal 48 KUHP dan hukum pidana Islam serta
membandingkan daya paksa menurut kedua aturan hukum tersebut.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman dalam hukum pidana positif khususnya mengenai daya
paksa yang dimaksudkan oleh KUHP pasal 48 dan hukum pidana
[slam. Selain itu diharapkan juga sebagai pengavaan dalam hazanah
keilmuan terutama dalam bidang ilmu perbandingan hukum serta dapat

bermanfaat untuk penelitian berikutnya berkenaan tentang daya paksa.
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b. Manfaat Praktis
1. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang
daya paksa sehingga menjadi tahu posisi mereka dan perbuatannya
dimata hukum dan menjadi lebih sadar hukum.
2. Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dalam penegakan
hukum., dapat sebagi bahan pertimbangan untuk menerapkan
kebijaksanaan hukum bagi para penegak hukum. Terutama para

jaksa dan hakim untuk lebih hati-hati sckaligus bijaksana dalam

menuntut ataupun menimbang dan memutus suatu perkara.

3. Bagi pemerintah sebagai pembuat undang-undang dapat sebagai
bahan masukan dalam membuat undang-undang yang berkeadilan
sosial, penekanan kejelasan undang-undang untuk kepastian
hukum.

E. Telaah Pustaka
Untuk memudahkan penulis dalam menyusun kajian ini, terlebih
karena penelitian penulis ini adalah termasuk penelitian yuridis normatif,
beberapa buku dan kitab yang berkaitan dengan penjelasan doktrin asas
hukum pidana sangat membantu sebagai bahan penelitian.
Dalam buku Asas-asas Hukum Pidana®, Moeljatno menyebutkan daya
paksa yang dimaksud meliputi daya paksa dalam arti sempit dan keadaan
darurat dikarenakan pasal 48 KUHP memasukkan keadaan darurat dalam

ketentuan daya paksa. Buku ini tidak menyebutkan kriteria daya paksa yang

* Moeljatno, Asas-asas ..., hlm. 140-143,
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menghapuskan pidana, dan bahwa daya paksa mutlak (vis absoluta) bukanlah
yang dimaksud pasal 48 KUHP.

Demikian halnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana® karangan
Andi Hamzah, mengutip pendapat Vos, bahwa memasukkan vis absoluta ke
dalam daya paksa adalah berlebihan (overbodig). karena yang dipaksa secara
fisik itu sebenarnya tidak berbuat. Adapun berkenaan dengan daya paksa yang
masuk sebagai dasar peniadaan pidana, kriteria-kriterianya diserahkan pada
penafsiran hakim yang pada akhirnya dikembalikan ke doktrin oleh para
pakar.

Meski hampir sama, akan tetapi Adami Chazawi dalam buku
Pelajaran Hukum Pidana®® memberi penjelasan lebih rinci dari Moeljatno dan
Andi Hamzah, terutama dalam hal keadaan darurat. Disebutkan bahwa
keadaan darurat meliputi, pertentangan antara dua kepentingan hukum.
pertentangan antara kewajiban dan kepentingan hukum. serta pertentangan
antara dua kewajiban hukum.

Sedangkan untuk hukum pidana Islam, istilah al-ikrdh kurang familier
ditelinga kita. bukan hanya karena hukum pidana Islam tidak diberlakukan di
Indonesia, tapi juga karena jarang buku tentang pidana Islam yang
menyebutkannya. Istilah ini lebih dominan dalam buku ataupun kitab ushul

fikih,

153,

*' Andi Hamzah, Asas-asas Hiukum Pidana, ( Jakarta; Rineka Cipta, 1994 ), him. 152-

2 Adami Chazawi, Pefajaran Hukum . hlm, 37,
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Seperti dalam buku karangan Khudhari Biek, Ushul Fikih, terj. Faiz el
Muttagien®. disitu memuat tentang al-ikréh (daya paksa) menurut madzhab
Hanafi ada dua macam, ikrdh mulji’, yaitu bila schab yang terpaksa dilakukan
itu menyebabkan jiwa atau anggota tubuh dan besar kemungkunan terjadi
pada pelakunya dan ikrdh gairu mulfi’ yaitu bila sebab vang berupa ancaman
adalah pukulan yang tidak menyebabkan kerusakan anggota tubuh atau masuk

penjara. Meski tidak mengkhususkan pada asas pidananya, akan tetapi dari

uraiannya mengedepankan asas untuk pidana Islam.
Kitab al-Asybdh wa an-Nazd'ir fi al-Furii**! karangan Jalaluddin as-

Suyuti menyebutkan untuk hal dariirar ada kaidah sebagai pegangan, yaitu

kaidah yang berbunyl J'p, ! atau “kemadharatan harus dililanghkan”,

beserta kaidah cabang dari kaidah tersebut. Kaidah ini banyak digunakan
dalam berbagai bidang fikih, diantaranya (dalam fikih jinayah) adalah dalam
hal gisas, hudud, bughat (makar),menolak serangan. pembunuhan, hirabah
(perampokan).

Dalam kitab at-Tasyri* al-Jind'l al-Istdmi®, menyebutkan ada empat
syarat suatu perbuatan dapat dikatakan paksaan. Perrama, ancaman tersebut
berhubungan nyawa, atau yang mendatangkan bahaya besar. Kedua, ancaman
tersebut dilakukan secara langsung atau seketika. Kefiga, orang yang

mengancam memiliki kekuasaan untuk melaksanakan ancamannya. Keempat,

® Muhammad al-Khudhari Biek, Ushud Fikih . . ., hlm. 215.

“Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuti, al-Asybdh wa an-Nazd'ir fi al-Furii', (Surabaya::
al-Hidayah, 19635), hlm. 60-61.

¥ Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri' ai-find'i ai-Isigmi Juz 2, { Beirur: Mu'assasah ar-
Risdlah, 1992), him. 565-568, 577.
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orang yang dipaksa meyakini jika dia tidak melakukan paksaan maka ancaman
itu benar-benar terjadi.Begitu pula untuk keadaan darurat (dariirat) terdapat
empat syarat untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan
darurat. Pertama, darurat berkaitan dengan nyawa diri sendiri atau orang lain,
sekiranya dikhawatirkan merusak jiwa ataupun anggota badan, Kedua. darurat
berlangsung ketika itu juga bukan suatu penundaan. Ketiga, untuk menolak
darurat tidak berlaku perantara, kecuali melakukan perbuatan jarimah itu
sendiri dan apabila dimungkinkan menolak darurat dengan perbuatan yang
dibolehkan maka lebih didahulukan dari pada menolak darurat dengan
perbuatan yang dilarang. Keempat, menolak darurat dilakukan dengan kadar
umum yang berlaku terhadap suatu penolakan darurat,

Dalam skripsi As’ad Malik Karim Amrulloh yang berjudul Teori
Darurat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak
Pidana Pencurian. pembahasannya khusus mengenai darurat dalam hal
pencurian, analisisnya teori darurat yang dikaitkan dengan tindak pidana
pencurian. *® Jadi ini berbeda dengan penelitian utama penulis, karena penulis
lebih kepada konsep daya paksanya secara menyeluruh yang dimaksud pasal
48 KUHP dikomparasikan dengan konsep daya paksa yang ada dalam hukum
pidana Islam.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada karva ilmiah vang secara
khusus mengkomparasikan antara konsep daya paksa menurut pasal 48 KUHP

dengan hukum pidana Islam. Untuk itu penulis di sini ingin mengangkat

* As'ad Malik Karim Amrullah. Teori Darurat Dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian, (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto
tidak dipublikasikan, 2008), him. 7.
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konsep daya paksa dan bagaimana perbandingannya menurut kedua aturan
hukum tersebut.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penclitian
Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum serta
perbandingan hukum yang termasuk dalam penelitian yuridis normatif.
maka jenis penelitian ini adalah penclitian kepustakaan (/ibrary
research).*"Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai
literatur baik yang di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.
Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi
juga berupa bahan dokumentasi, majalah, koran dan lain-lain berupa bahan
tertulis.?®
2. Sumber Data
Menurut sumbernya data penelitian digolongkan sebagai data
primer dan data sckunder. Data primer atau data pertama adalah data yang
diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua
adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh

peneliti dari subjek penelitiannya.”®

*7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1984 ), him. 51.

® Hadari Nawawi, Metode Penelition Ridang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Press,
1998), him. 30,

* Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 91.

e ———
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Dalam penelitian ini sumber data primer terdiri dari al-Qur'an,
Hadis dan KUHP sebagai bahan hukum vang mengikat. Kemudian sumber
data sckunder yang berupa buku dan kitab yang membahas daya paksa,
dalam penelitian ini antara lain buku Asas-asas Hukum Pidana, Pelajaran

Hukum Pidana 2. Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqien, al-Asybdh wa an-

Nazd'ir fi al-Furty', ar-Tasyri* al-Jind't al-Isldmi, serta artikel, ensiklopedi
dan kamus yang menunjang untuk penulisan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan data, penulis menggunakan metode
dokumentasi. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan
dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan
dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen, maupun buku-
buku, koran, majalah dan lain-lain.3
4. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan terdiri dari metode analisis isi atau
kajian isi (content analysis) dan metode perbandingan,
a. Metode Content Analysis
Metode content nalysis atau kajian isi menurut definisi Holsti,
adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan
melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara

objektif dan sistematis,*!

** Hadari Nawawi, Metode Penclitian . .. him. 95,
*! Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(lakarta: Rineka Cipta, 1999, him, 13-14.

———— —— =
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b. Metode Komparatif
Metode komparatif atau perbandingan (constant comparative
method), dinamakan metode perbandingan tetap karena dalam analisis
data secara tetap membandingkan satu dentum dengan dentum yang
lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan
kategori lainnya. >
G. Sistematika Pembahasan

Langkah sistemik untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis
membagi dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, penegasan istilah. rumusan masalah. tujuan dan manfaat penelitian.
telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Il  berisi tentang Daya Paksa Menurut Pasal 48 KUHP yang
terdini dari pengertian daya paksa, macam daya paksa. daya paksa yang

menghapuskan pidana berdasar pasal 48 KUHP, serta daya paksa kaitannya

dengan penafsiran hakim,

Bab III berisi tentang daya paksa menurut hukum pidana Islam yang
terdiri dari pengertian daya paksa (al-ikrdh dan darfirar) , macam daya paksa
menurut para ulama, kriteria daya paksa yang menghapuskan pidana dan

implikasi dava paksa pada jarimah

** Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kuaiitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), him. 22.
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Bab IV berisi tentang analisis perbandingan daya paksa menurut
pasal 48 KUHP dan hukum pidana Islam yang meliputi persamaan dan
perbedaan daya paksa menurut pasal 48 KUHP dan menurut hukum pidana
Islam.

- Bab V. merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran

dan penutup.




A. Pengertian Daya Paksa (Overmachy)

Kata daya paksa ini adalah salinan kata Belanda “overmachs”, yang
artinya kekuatan atau daya yang lebih besar,!

Pada umumnya pakar hukum lebih banyak menggunakan istilah daya
paksa untuk menerjemahkan istilah overmacht. Namun ada juga pakar hukum
yang menggunakan istilah lain, seperti Surjanatamihardja dengan “berat
lawan”, Jusuf Ismail dengan kalimat yang agak panjang yakni “terpaksa oleh
sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” atau Wirjono Prodiodikoro
dengan “hal memaksa” atau Satochid Kartanegara dengan “paksaan vang
menimbulkan keadaan tak berdaya”, * serta P.A.F. Lamintang dengan
“keadaan memaksa®.

Pada umumnya pakar hukum menggunakan istilah daya paksa, maka
disini penulis mengunakan istilah yang umum digunakan yaitu daya paksa
sebagai teriemahan dari kata evermacht ini.

Undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal
ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi atau
pengertian lebih jauh untuk istilah daya paksa, Apa yang penulis rasakan sama
halnya dengan apa yang dikatakan oleh P.A.F. Lamintang bahwa tidak adanya

penjelasan tentang overmacht seolah-olah setiap orang telah mengetahui atau

' Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 20000, him.137.
* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, (Jakana: RajaGrafindo Persada, 2002),
him. 27-28.
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harus sudah dapat mengetahui arti yang sebenarnya dari kata “overmachr’.
Sehingga dalam merumuskan apa itu overmacht. maka semua akan kembali
pada teori ilmu hukum, doktrin dan atau yurisprudensi bila mana perlu.

Memorie van Toelichting (MvT yaitu Risalah Penjelasan KUHP
Nederland) mendefinisikan bahwa overmacht atau daya paksa ialah setiap
kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan.® Dalam
buku Terminologi Hukum Pidana® overmacht diartikan sebagai tekanan,
paksaan atau ancaman secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat
dielakkan.

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa daya paksa (overmacht) itu
selalu datangnya dari luar diri pembuat yang lebih kuat dari dirinva sendiri.
Melihat istilah overmacht sudah menunjukkan maksud itu. Kekuatan dari luar
itu mendorong dirinya untuk berbuat yang tidak dapat ia tidak berbuat.
Memori Penjelasan (MvT) juga menyebutnya sebagai sebab luar dari tidak
dapat dipertanggungjawabkan pidana.’

Dengan demikian pengertian daya paksa adalah setiap dorongan,
kekuatan, baik secara lanpsung atau tidak langsung yang tidak dapat

dielakkan atau sangat sulit untuk dielakkan yang datangnya dari luar.

3 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 192,
* Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 45.
3 Andi Hamzah, dsas-dsas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm, 157,




20

Undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum overmacht adalah
pasal 48 KUHP® menyebutkan, “Barang siapa melakuakan perbuatan karena
pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

B. Macam Daya Paksa

Dalam ilmu hukum pidana. daya paksa dibedakan menjadi dua macam
yaitu daya paksa mutlak (vis absoluta) dan daya paksa relatif (vis compulsiva)
dengan ketentuan dan definisi sebagai berikut:

1. Daya Paksa Mutlak (Vis Absoluta/Absolute Overmacht)

Daya paksa absolut adalah suvatu keadaan dimana paksaan dan
tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang sehingga ia tidak
dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan
atau apa yang terjadi.” Menurut Satochid Kartanegara paksaan absolut
adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuatan manusia
oleh orang lain.*

Contoh dari daya paksa mutlak ini adalah, A dipanggil di
pengadilan sebagai saksi. Akan tetapi pada waktu A hendak memenuhi
panggilan tersebut, ia diikat oleh B schingga tidak dapat berjalan dan
dengan demikian juga tidak dapat memenuhi panggilan tadi.” Ini juga

merupakan contoh daya paksa karena tekanan fisik.

* Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.
23.

TAdami Chazawi, Pelajaron Hukum Pidana 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),
hlm. 30.

® Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu, (Jakarta: Balai
Lektur Mahasiswa, .}, him. 377.

" Ibid,
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Contoh lain daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari
perbuatan manusia. seorang yang berada dalam keadaan dihypnosis
diperintah oleh hypnotiscur untuk berbuat membakar sebuah mobil milik
musuhnya.m

Contoh daya paksa absolut karena alam ialah seseorang dipanggil
sebagai ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan pidana,
tidak dapat hadir karena pada saat sebelum berangkat hendak memenuhi
panggilan itu rumahnya disambar petir dan dia tidak sadarkan diri (koma)
akibat luka bakar yang dideritanya.'!

Sesungguhnya pada daya paksa absolut, pelaku adalah sebagai alat
atau manus minisira saja. Jadi pelaku sebenarnva adalah orang yang
memaksa (manus domina), dalam hal ini si pemaksa disebut don pleger.
Mengenaidon  pleger  (orang  yang membuat orang lain
melakukan/enyuruh) ini merupakan bagian dari rumusan untuk pasal 55
ayat (1) KUHP.

Manus ministra dalam pasal ini menurut MvT dapat berupa manus
ministra yang tidak melakukan apapun. Pada sebab tidak dipidananya
manus ministra-pembuat materiilnya atas dasar kekerasan, sesuatu yang
dapat menyebabkan ketidakberdayaan absolut. Di sini manus ministra
murni sebagai alat. laksana sebuah tongkat untuk memukul orang. Manus

ministra inl melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana

'® Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, him. 30,
" bid., him.31
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karena adanya pengaruh daya paksa (overmacht) sebagai mana yang
dimaksud pasal 48 KUHP, 2
2. Daya Paksa Relatif (Vis Compulsiva/Relative Overmacht)

Daya paksa relatif adalah paksaan yang memungkinkan dapat
dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan
bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat
mengadakan perlawanan,'?

Misalnya pada perampokan sebush bank, banker diancam dengan
pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka
pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai
dirinya. Teoritis. banker itu dapat melawan dengan resiko mati ditembak.

bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok."

Daya paksa relatif sendiri terdiri dari daya paksa dalam arti sempit
(overmacht in engere zing) dan keadaan darurat (noodicestand). Lain
halnya pendapat Jonkers, beliau lebih suka membagi overmacht menjadi
tiga bagian, yaitu daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan
darurat'. la menegaskan antara daya paksa relatif dan keadaan darurat

sudah terpisah dan berdiri sendiri.

" Adami Chazawi, Pelgjaran Hukum Pidana 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),
hlm. 90-91,

B3 1 eden Marpanne, dxas Teari dan Prakiik Hwkum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), hlm. 53,

" A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 193.

** Bambang Poernomo, Asas-dsas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993),
him. 195.
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Sedangkan keadaan darurat atau noodtoestand adalah keadaan dimana
suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahava. dan untuk menghindarkan
bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.'®

Keadaan darurat (noodtoesiand) terdiri dari tiga macam keadaan,
vaitu:?
1. Konflik dalam/antara kepentingan hukum.

Di tengah lautan sebuah kapal pecah, dan untuk menyelamatkan
diri, dua orang berpegangan pada sebuah balok kayu, Akan tetapi balok itu
sedemikian rupa hingga hanya dapat dimuati oleh seorang saja. Karena
tidak ada pertolongan dan untuk menyelamatkan diri, seorang di antaranya
mendorong temannya hingga tenggelam dan mati.

2. Konflik antara kepentingan hukum dan keharusan/kewajiban hukum
(rechtsplicht).

A memperoleh panggilan dari pengadilan untuk didenear
keterangannya scbagai saksi. Hal ini merupakan keharusan hukum baginya
untuk dipenuhi. Akan tetapi pada saat ia harus menghadap pengadilan, ia
jatuh sakit keras hingga tidak dapat memenuhi panggilan itu.

3. Konflik antara dua keharusan/kewajiban hukum.

A adalah seorang dokter militer, ini berarti bahwa ia sebagai dokter

tentara itu mempunyai dua sifat yaitu: ia adalah seorang dokter. akan tetapi

ia juga seorang militer.

' Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu , hlm. 381,
"7 1bid. 381-382.
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Sebagai seorang dokter ia harus menyimpan segala rahasia jabatan,
akan tetapi sebagai seorang dokter militer ia harus tunduk kepada perintah
militer. Jika oleh atasannya ia ditanya perihal tentara yang dirawatnya, bila
menerangkan keadaan sebenarnya dari pasien, maka ia akan melanggar
rahasia jabatan, akan tetapi bila ia tidak menerangkan keadaan sebenarnya,
1a akan melanggar disiplin militer. Dalam hal ini terdapat konflik antara
dua keharusan hukum.

Mr. E. Utrecht menjelaskan bahwa dalam hal noodroestand
(keadaan darurat), pembuat melekukan suatu delik, karena terdorong oleh
suatu paksaan dari luar, Dalam hal noodtoestand, pelaku dipaksa memilih
antara dua hal yang buruk. Ia memilih melakukan suvatu delik daripada
tergilas atau mendapat kerugian besar oleh paksaan dari luar itu.'®

Perbedaan antara absolute overmach: dengan relative overmacht
ialah pada absolute overmacht. praktis orang yang memaksa atau
mendoronglah yang berbuat, sedangkan pada relative overmachi, orang
yang diancam, dipaksa atau didoronglah yang berbuat, sekalipun ia
berbuat karena ancaman atau dorongan itu.'*

Sedangkan perbedaan antara daya paksa dalam arti sempit dan
keadaan darurat dikatakan bahwa dalam daya paksa yang sempit, inisiatif
untuk berbuat ke arah perbuatan yang tertentu. ada pada orang yang
memberi tekanan, Sedangkan dalam keadaan darurat, orang yang terkena,

bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan. Inisiatif ada

hlm. 57.

"® Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005),

¥ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 194.




padanya sendiri.’’ Disamping perbedaan sebab terjadinya daya paksa
dalam arti sempit adalah oleh karena manusia sedang keadaan darurat oleh
sebab keadaan alam atau keadaan tertentu.

Dilihat dari segi dari mana asalnya tekanan dan paksaan itu, dapat
dibedakan lagi antara daya paksa dari sebab perbuatan manusia dan daya
paksa dari sebab di luar perbuatan manusia atau karena keadaan alam.
Sedangkan dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka baik vis absoluta
maupun vis compulsiva terbagi lagi menjadi. paksaan yang bersifat fisik
dan paksaan yang bersifat psikis.”’

Pengertian yang hampir sama memang antara pasal 48 dan 49 ayat
(1) KUHP. Pasal 48 KUHP berkenaan dengan dava paksa. sedang pasal 49
ayat (1) KUHP berkenaan dengan pembelaan terpaksa. Sehinggga
keduanya berhimpitan, maka untuk pembahasan tidak jarang pasal-pasal
itu disebutkan agar tidak terjadi salah pengertian. Untuk overmacht jenis
noodtoestand pada pasal 48 dibandingkan dengan pasal 49 ayat(l) guna
memperoleh kejelasan pengertian keadaan terpaksa dan pembelaan

terpaksa.

C. Daya Paksa yang Menghapuskan Pidana Berdasar pasal 48 KUHP

. Daya Paksa yang Menghapuskan Pidana Menurut pasal 48 KUHP
Overmacht atau daya paksa ini terdapat dalam Pasal 48 KUHP

yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,

*® Mocliatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 195,
*' Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, hlm. 30.




overmacht is gedrongen).”*

Untuk mengetahui maksud daya paksa atau paksaan dalam pasal 48
KUHP tersebut, perlu dilihat sejarah pembentukan pasal 48 KUHP itu
sendiri. karena dari semua macam jenis daya paksa tidak seluruhnya
adalah yang dikandung oleh pasal ini.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT). mengenai pembentukan
pasal 48 KUHP tersebut, overmacht itu disebut sebagai suatu “uitwendige
oorzaak van onloerekenbaarheid’ atau scbagai suatu “penyebab yang
datang dan luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat
dipertanggungiawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai:
“elke lracht, elke dwang, elke drang, waaraan men geen weerstand kan
bieden” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, di mana
terhadap kekuatan. paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat
memberikan perlawanan™.”

Namun demikian, overmacht absolute menutup dijatuhkannya
hukuman terhadap pelakunya, dikarenakan pelaku tidak melakukan
sesuatu perbuatan, ia hanya merupakan manus ministra atau hanya
merupakan alat dari orang lain. Perbuatan tersebut menjadi tidak dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana karena perbuatan tersebut

sebenarnya bukanlah merupakan perbuatan dari pelakunya sendiri.?* Inilah

** Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, him. 152,
H P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidara Indonesia, {Bandung: Citra Aditya

Rakti, 1897), him. 428

M 1bid., him. 430.
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mengapa pada umumnya paksaan mutlak bukan yang dimaksd pasal 48
KUHP. karena pelaku sebenarnya adalah orany yang memaksa.

Sedangkan pada keadaan darurat (noodtoestand), memang tidak
diatur secara tegas dalam pasal 48 ini, namun dalam doktrin hukum pidana
dimasukkan ke dalam pengertian overmacht.*

Berdasarkan rumusan mengenai overmacht yang terdapat di
dalam MvT serta pengembangan dalam dokirin, maka di dalam
perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui
tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu evermacht itu
terjadi, yaitu:

a. peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik.
b. peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis.
¢. peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya
disebut sebagai Nothstand. noodtoestand atau sebagai etaat de
necessite,atau keadaan darurat yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
1) suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan
kewajiban hukum yang lain.
2) suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu
kepentingan hukum,
3) suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan

kepentingan hukum yang lain.*®

* Satochid Kartancgara, Hukum Pidana: Kumpulan Kulich Bagian Satu, hlm, 380.
* P.A.F, Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, him. 428.
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Perlu diketahui bahwa rencana mengenai rumusan pasal 48 KUHP
itu semula berbunyi: “Niet strafbaar is hif die een feit begaat waartoe hij
door evermacht is gedwongen”. Perkataan “gedwongen” itu oleh Menteri
Kehakiman Belanda kemudian telah diganti dengan perkataan
“gedrongen”, dengan alasan bahwa penggunaan dari perkataan
“gedwongen” itu dapat memberikan kesan seolah-olah overmacht itu
hanyalah berkenaan dengan adanya pemaksaan-pemaksaan yang bersifat
fisik saja. padahal sebenarmnya overmacht itu juga berkenaan dengan
adanya pemaksaan-pemaksaan yang bersifat psikis.”’ Jadi bahwa
penafsiran makna overmacht meliputi iterpretasi hisoris dan interpetasi
menurut bahasa {gramatikal).

Senada dengan pendapat di atas, bagaimana dapat diketahui bahwa
yang dimaksud oleh pasal 48 adalah paksaan relatif ini dapat disimpulkan
dari istilah ““didorong”(gedrongen) sebagaimana terdapat didalam pasal 48
tersebut, Gedrongen itu sendiri berarti “suatu jenis paksaan yang mungkin
dapat dielakkan, akan tetapi dari orang yang berada dalam paksaan itu
tidak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengelakkannya. Jadi
mungkin yang berada dalam paksaan itu dapat mengelakkannya, akan
tetapi menurut perhitungan yang layak kita tidak dapat mengharapkan
bahwa ia akan dapat memberikan perlawanan.®
Berhubung dengan perumusan dari pada istilah gedrongen

(didorong), maka kepada perumusan dari pada paksaan (overmachi,

¥ Ibid. him. 428-429.
** Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu , hlm. 378-379.
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sebagaimana diberikan oleh MvT), harus ditambah satu lagi, yaitu dengan
perhitungan yang layak tidak akan dapat memberikan perlawanan.?

Jadi secara umum apa yang dimaksudkan oleh pasal 48 KUHP
adalah apa yang secara singkat didefinisikan oleh MvT. Akan tetapi.
terkadang scbenarnya apak kurang tepat jupa definisi MvT dengan
perkembangan selanjutnya dari rumusan pasal 48 KUHP, karena apa yang
dikatakan daya paksa di sini sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dorongan
yang luar biasa. Akan tetapi yang berlaku pada pasal 48 adalah bukan
daya paksa mutlak. Hanya saja karena kita melihat manusia sebagai subjek
hokum, maka tidak heran jika pada daya paksa absolut yang dipaksa
memang hanya sebagai alat. Maka ketika kembali pada pokok
pembicaraan seperti ini, menjadi masuk akal juga bahwa apa yang
dikandung pasal 48 adalah daya paksa relatif.

Oleh karena itu. di samping rumusan MvT juga perlu ditambah
dengan perhitungan yang layak serta tidak akan dapat memberikan
perlawanan. Sebab jika memberikan perlawanan akan lain lagi
pembahasannya, hal ini bisa menjadi pembelaan terpaksa dan tidak ada
overmacht didalamnya.,

Dari penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa dari dua macam
daya paksa (absolut dan relatif) dalam teori hukum yang telah disebutkan

di muka, yang dimaksud overmacht dalam pasal 48 KUHP adalah daya

* Ibid. hlm, 379,
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paksa relatif yang terdiri dari daya paksa dalam arti sempit (overmacht in
engere zin) dan keadaan darurat ( noodroestand).”®
Penerapan noodtoestand dalam yurisprudensi antara lain sebagai
berikut:”'
a) Konflik/ pertentangan antara dua kepentingan hukum,
Arrest 17 Desember 1945 N.J. 1946. Seorang warga negara
Belanda yang sedang berada dalam tahanan tentara pendudukan
Jerman. oleh penahannya telah disuruh memilih salah satu. vaitu
masuk dalam kamp tawanan atau secara sukarela memasuki angkatan
bersenjata Jerman. Orang tersebut memilih memasuki angkatan
bersenjata Jerman, Setelah Perang Dunia II usai. orang tersebut
diajukan ke pengadilan dengan dakwaan ia telah melakukan
pengkhianatan terhadap negaranya dengan cara memasuki angkatan
bersenjata musuh. Dalam hal ini terdapat dua kepentingan hukum
antara kebebasannya dan kesctiaan kepada ncgara, dan ia memilih
kebebasannya.
b) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum
Opticien Arrest Hoge Raad 15 Oktober 1923 N.J. 1923,
Pengadilan Amsterdam melepaskan seorang penjual kacamata dari
semua tuntutan hukum, sesudah dibuktikan bahwa ia. pada waktu toko

sudah harus tutup menurut peraturan yang berlaku di Amsterdam,

*Overmacht in engere zin atau daya paksa relatif dalam arti sempit adalah daya paksa
relatif yang disebabkan karena manusia berupa tekanan psikis (psychische drang). Noodtoestand
atau keadaan damirat yaitu dava paksa relatif vang disehabkan oleh keadaan alam atan bukan dari
manusia.

*! Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, him. 58-59.
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menjual sebuah kacamata pada erang yang bernama de Grooth. Karena
ditiup oleh angin badai kacamata Tuan de Grooth jatuh dan pecah.
schingga ia tidak dapat melihat apa-apa lagi dan oleh karena itu ia
dalam keadaan berbahaya dan memerlukan pertolongan.

Kasus pertentangan antara dua kewajiban hukum.

Arrest Hoge Militair Gerechishof 26 Februari 1918, N.J. 1919,
telah membebaskan seorang penduduk Belanda yang mempunyai
kewarganegaraan ganda vyakni Belanda dan Prancis, selama
berkecamuknya Perang Dunia I, ia telah meninggalkan dinasnya
sebagal scorang anggota angkatan perang Belanda dan telah pergi ke
Prancis. Pada akhir PD 1. orang tersebut diajukan ke depan Mahkamah
Militer dengan tuduhan telah melakukan desersi atau meninggalkan
tugasnya tanpa seizin atasan yang berwenang. Dalam hal ini karena
kewargaan gandanya maka ia mempunyai pilihan memenuhi
kewajiban hukumnya dengan memasuki angkatan perang Prancis atau
Belanda.

Kemudian mengenai ruang lingkup siapa saja vang mendapat

ancaman dalam pasal 48 ini dirumuskan dalam MvT yang menjelaskan

bahwa mungkin tekanan ditujukan kepada orang lain dan bukan kepada

orang yang melakukan delik, jika antara kedua orang itu terdapat

hubungan keluarga.*® Ini berarti bahawa tekanan tidak harus ditujukan

kepada orang yang melakukan delik, akan tetapi mungkin terjadi tekanan

* Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kufiah Bagian Satu, hlm. 383,
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itu ditujukan kepada orang lain yang tidak melakukan delik dengan catatan
masih ada hubungan kekeluargaan.

Selain apa yang tclah diterima sccara umum bahwa daya paksa
relatiflah yang dimaksud pasal 48 KUHP, terdapat juga keterangan bahwa
daya paksa itu juga bisa berupa daya paksa putatif (putative overmacht).
suatu tekanan, paksaan, atau ancaman orang lain secara langsung atau
tidak langsung terhadap pelaku yang olehnya disangka ada, tetapi tidak
ada,”

Berbeda dengan pandangan mengenai keberatan batin sebagai hal
vang termasuk daya paksa sehingpa harus dibebaskan dari pemidanaan.
Para pakar menganggap itu tidak termasuk sebagai daya paksa
sebagaimana menurut pasal 48. Dengan demikian bahwa keyakinan atau
pandangan pribadi bukan merupakan tekanan sebagai daya paksa.
Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa sebab adanya overmacht
adalah sebab dari luar diri si pelaku atau disebut wit wendige corzake van
ontoerekenbaarheid . Oleh karena jika ia membuat diri dalam keadaan
mabuk kemudian melakukan delik. Maka bukanlah masuk dalam rumusan
overmacht, akan tetapi sebagai sebab hal yang terjadi terletak dalam diri si
pelaku (inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid).

Juga berarti tidak setiap ada paksaan dari orang lain selalu dapat

menimbulkan overmacht, seperti arrest Hoog Raad 24 April 1939 bahwa

¥ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, him. 45.
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seorang laki-laki yang dipaksa oleh orang tuanya untuk dengan sengaja
tidak mendaftarkan wajib militer, bukan sebuah alasan dari daya paksa.

Adapun jika ada keadaan darurat pelampauan atau noodtoestand-
exces, yaitu terdapat bilamana keadaan darurat itu menimbulkan
goncangan pikiran yang begitu hebat, sehingga dari orang yang dalam
keadaan demikian tidak dapat dituntut untuk secara tenang menilai yang
mana di antara kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajiban hukum
itu lebih bernilai atau apakah keduanya masih sebanding atau senilai.
Orang demikian itu tidak mampu lagi berpikir untuk menggunakan upaya
lain guna mempertahankan kepentingannya, sehingga ia mewujudkan
delik. Menurut van Bemmelen bilamana darinya tidak dapat dituntut. dan
bilamana ia melewati batas-batas yang diperkenankan oleh ketentuan
tentang overmacht (noodtoestandexces), maka ia tidak bersalah dan ia
tidak boleh dipidana.*

Akan tetapi secara luas hal tentang noodtoestandexces kurang
penegasannya. Bukan karena tidak masuk rumusan undang-undang saja
akan tetapi dalam ilmu hukum pidana sendiri tidak banyak ahli yang
memasukkan dan menyebutkannya dalam pasal 48 ini. Cukup dikenal tiga
bentuk noodtoestand saja, yang menurut penulis cakupannya sudah luas,

Untuk memberikan kejelasan kandungan daya paksa keadaan

darurat dengan pembelaan darurat dan menghindari kesalahpahaman

M A. Zaenal Abidin Farid, Hukum Pidana I, him. 197.
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pengertian antara noodtoestand dengan sedikit ulasan mengenai noodweer
atau pembelaan terpaksa. penulis singgung disini.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terhadap overmacht
maupun noodweer mengandung asas subsidairiteit, karena di situ terdapat
pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan vang bersifat
melawan hukum, sedangkan pembelaan diri itu harus disebabkan terpaksa,
tidak ada jalan lain.”

Atas kesamaan dasar pemikiran hukum vang demikian itu, maka
masih dipandang perlu untuk membuat perbedaan antara noodroestand dan

.36

noodweer yaitu:
2. dalam noodtoestand, terdapat pertentangan antara recht denaan recht,
sedangkan pada noodweer lerdapal pertentangan anlara rechs dengan
onrecht,
Acpenfingun hukuin yang ada untuk svodivesiand tidak dibatasi,
sedangkan pada noodweer diberi batasan hanya untuk tubuh manusia,
kesusilaan dan benda (/ijf, eenbaarheid en goed),
¢. dalam noodweer mengenal dengan tegas ketentuan noodweer-exces,

sedang terhadap nooedtoestand tidak ada;

d. neodweer untuk membela kepentingan hukum bagi diri sendiri atau
orang lain, sedangkan pada noodtoestand tidak demikian.

o

Syarat untuk terjadinva pembelaan terpaksa harus dipenuhi sifat-
sifat yang berupa:>’

(1) Harus ada serangan:
a. yang timbul mendadak (ogenblikkelijk)
b. yang mengancam secara langsung (onmiddelijk dreigend)
¢. yang bersifat melawan hukum (wederrechtelifk zijn)
(2) Ada Pembelaan:
a. sifatnya harus terpaksa (noodzakelijk)
b. dorongan yang dilakukan harus seimbang (geboden)

3 Bambang Poernomo,Ser! Hukum Pidane I7 Asas-Asos Hukum Piduna, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1993), him. 197,

* Ibid., him. 197-198,
¥ JEid hlm, 198,
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c. kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan
benda (liff, eerbaarheid en goed).

Dengan demikian masing-masing baik keadaan darurat maupun
pembelaan terpaksa harus ada unsur subsidiariteit atau sebagai upaya
terakhir dan propoesionaliteit atau seimbangan dan sebanding dengan
serangan/ancamarn.

Dalam hal syarat-syarat agar keadaan darurat atau noodtoestand
dapat diterima, menurut Mr Tirtaatmadjaja sebagaimana dikutip oleh
Leden Marpaung yaitu: **

1} Harus ada perimbangan antara kepentingan yang dipertahankan dan
kepentingan yang dikorbankan oleh perbuatan itu,

2) Orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak boleh
mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri, Dengan perkataan
lain, perbuatan itu benar-benar dilakukan karena terpaksa.

3) Orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu, tidak boleh
seorang yang karena pekerjaannya alau kewaj ibannya harus menentang
segala bahaya untuk melakukan pekerjaan atau kewajibannya itu,
bahkan dengan mengorbankan nyawanya, misalnya anggota tentara,
anak buah kapal, anggota barisan pemadam api.

Dengan kata lain tidak diterima sebagai alasan overmacht bagi
seorang polisi atau militer yang pada waktu melakukan tugas menghadapi
bahaya (noodplicht) ketika harus memilih antara resiko terus dihadapi
karena tugas atau menghindar lari dari bahaya. karena orang-orang

tersebut dan semacamnya telah memilih tugas pekerjaan yang sewaktu-

waktu berhadapan dengan bahaya.

4 Ledeng Marpaung, Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana, hlm. 57,
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2. Alasan Penghapusan Pidana karena Pengaruh Daya Paksa

Suatu tindakan atau perbuatan dikatakan tindakan pidana apabila
memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana yaitu terpenuhinya unsur-unsur
atau elemen-clemen tindakan pidana. Ada dua teor1 dalam hal ini. yaitu
teori monistis dan dualistis. Teori monistis ini tidak memisahkan antara
perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Pendukung teori
monistis antara lain. Simons. van Hamel. Mezger., Kami., Bauman,
Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan teori dualistis memisahkan antara
perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, dengan tokoh
pendukung antara lain. Vos. Pompe dan Moeljatno.

Menurut Undang-undang, unsur rumusan tindak pidana terdapat

delapan (8) unsur pidana, yaitu:*®

unsur tingkah laku

unsur sifat melawan hukum

unsur kesalahan

unsur akibat konstitutif

unsur keadaan yang menyertai

unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

FRmopo o

Adapun jenis tidak pidana, pada umumnya dan seperti apa yang
implisit tersebut di dalam KULP adalah kejahatan dan pelanggaran. Meski
demikian macam atau sebutannya masih banyak lagi sesuai dengan dasar
kategori masing-masing, Jenis-jenis tindak pidana dapat dibeda-bedakan

atas dasar-dasar tertentu, yaitu:*°

* Adami Chazawi, Pelajarer Hubum Pidana !, (Yekarta: RajaGrafindo Persada, 2002),
him. 81-82.
* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, hlm, 117-119,
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Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven)
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overfredingen) dimuat dalam

buku III.
. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten).

. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja
{culpose delicten).

. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana
aktif/positif atau tindak pidana komisi (delicta comumissionis) dan
tindak pidana pasifinegative atau tindak pidana omisi (delicta
omissionis).

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus.

. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (delicia communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja),
dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang

memiliki kualitas pribadi tertentu).
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak
pidana aduan (klacht delicten).

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten).
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak
pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap
benda. tindak pidana pemalsuan. tindak pidana terhadap nama baik.
terhadap kesusilaan dan sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige deficter) dan
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

Untuk daya paksa ini tidak membedakan jenis tindak pidana,
apakah kejahatan atau pelanggaran atau lainnya asalkan perbuatan itu
dilakukan karena pengaruh daya paksa maka dihapuskan hukuman
pidananya.

Meskipun undang-undang tidak memberikan ketentuan vang
memadai, akan tetapi ilmu hukum pidana, doktrin, yurisprudensi dan

sejarah pembentukun pasal 48 KUHP sekiranya telah memberikan
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pengertian dan Ketentuan hal mana saja yang termasuk dalam kategori

dava paksa Yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP,

Begitu pula dengan alasan penghapusan pidana karena pengaruh
daya paksa, undang-undang hanya menyebutkan dasar peniadaan pidana
atau strafuitstuitingsgronden vaitu alasan yang menyebabkan pelaku delik
tidak dapat dipidana yang terdirj atas dasar pembenar dan pemaaf,
Dikarenakan daya paksa temasuk dalam dasar peniadaan pidana umum
maka disebut juga alegemene strafuitsivitingsgronden,

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang
menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:*'

2. alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melpwan
hukumnya perbuatan, schingga apa yang dilakukan oleh terdakwa laly
menjadi perbuatan yang patut dan benar,

b. alasan pemaaf: vaitu alasan Yang menghapuskan kesalahan terdakwa,
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan
hukum jadi telap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana,
karena tidak ada kesalahan.

C. alasan penghapus penuntutan: di sini soalnya bukan ada alasan
pembenar maupun alasan pemaaf. jadi tidak ada pikiran mengenai
sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan,
tetapi  pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas  atau

kemanfaatannya kepada masyarakat. sebaiknya tidak diadakan

I Moeljatne, Asas-Asqs Hukum Pidana, him, 137-138.
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penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan
umum. Kalau perkaranva tidak dituntut. tentunva vang melakuakan
perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh pasal 53, kalau terdakwa
dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan
suatu kejahatan.

Menurut MvT alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi:*

a. alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44
KUHP.
b. alasan-alasan yang diluar. vaitu pasal-pasal 48-51 KIJHP.

Dalam ilmu hukum pidana, kedua alasan yang menyebabkan
pelanggaran kaedah hukum tidak dikenakan sanksi yaitu alasan pembenar
(rechivaardigingsgrond) dan alasan pelepas unsur  kesalahan
(schulduitsiuitingsgrond) ~ disebut  fait  d'excuse (alasan  pemaaf,
strafuitsluitingsgrond). ™

Namun demikian, mengenai alasan penghapusan pidana karena
pengaruh daya paksa ini, para pakar hukum tidak ada kesatuan pendapat,
apakah masuk dasar atau alasan pembenar (rechivaardigingsgrond) atau
alasan pemaaf (schulduitsiuitingsgrond).

Argumen mereka berbeda-beda, ada yang mengatakan semua jenis
daya paksa dalam pasal 48 merupakan alasan pemaaf, ada yang
mengatakan semua masuk alasan pembenar. ada pula vang mengatakan
daya paksa dalam arti sempit sebagai dasar atau alasan pemaaf sedangkan

keadaan darurat sebagai alasan pembenar.

* Ibid. him. 138,
* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2008, him, 27.
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Van Hattum berpendapat bahwa dalam pasal 48 hanya ada alasan
pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. tetapi
kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Terhadap
perbuatan-perbuatan yang jelas tidak bersifat melawan hukum, kata Van
Hattum jangan dimasukkkan dalam pasal 48: oleh karena tidak dapat
dipidanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dapat
ditetapkan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Dikatakan
oleh beliau bahwa hanya mereka vang tidak mengakui ajaran ini terpaksa
memasukkan perkara-perkara yang demikian ke dalam pasal 48 tersebut.
Menurut van Hattum, dalam daya paksa yang sempit orang yang
melakukan perbuatan tidak dapat bebas menentukan kehendaknya. akibat
adanya tekanan psychis yang biasanya datang dari orang lain lapi
adakalanya juga karena keadaan.

Pendapat tersebut juga ditkuti oleh Moeljaino vang sama-sama
memasukkan semua daya paksa dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan
pemaaf (schulduitsiuitingsgrond), karena semua daya paksa it
mempunyai keadaan di mana fungsi batinnva tidak dapat bekeria secara
normal karena tekanan dari luar, maka kepada orang itu dapat dimaafkan
kesalahannya.

Dalam keadaan darurat, kebebasan menentukan kehendak dari

orang yang melakukan perbuatan tidak dihapuskan karena ada tekanan

" Moeljatno, Asas-Asas Hukuni Pidana, hlm. 142,
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psychis dari orang lain. tetapi karena adanya keadaan darurat, yang
mendorong dan mendesak dia ke arah perbuatan tersebut. ¥

Pendapat lainnya memasukkan semua daya paksa dalam pasal 48
ke dalam alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) adalah pendapat van
Hamel. Pompe dan para ahli hukum lainnya yang sependapat. alasan dari
Pompe sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah ialah daya paksa itu
adalah suatu dorongan yang orang tidak dapat melawannya. Penerapannya
dikaitkan dengan kelavakan. perundang-undangan dan keadaan konkrit.
Arti faktor psikis di dalam daya paksa di luar pembuat. Faktor psikis di
dalam daya paksa memperlihatkan hubungan antara melawan hukum dan
kesalahan,*

Pada umumnya para sarjana hukum menyebutkan bahwa daya
paksa dalam arti sempit sebagai dasar pemaaf dan keadaan darurat scbagai
dasar pembenar. Melihat bahwa dalam arti sempit inisiatif dari orang lain
atau si pemaksa, maka perbuatan vang yang melawan hukum itu
dimaafkan. Sedangkan pada keadaan darurat dari keadaan luar itu
menyebabkan tidak dapat memberi perlawanan.

Mengenai apakah sctiap paksaan itu dapat mengakibatkan
kejahatan yang tak dapat dihukum harus difahami apakah setiap paksaan.
kekuatan atau tekanan dapat mengakibatkan suatu kejahatan yang tidak
dapat dihukum diterangkan oleh Prof. Satochid Kartanegara bahwa agar

suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

45 thid
* Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, him. 157.
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undang tidak dapat dihukum maka harus ada perhitungan yang layak atau
masuk akal antara sifat dari paksaan dan sebagainyva. itu dengan
kepentingan hukum yang dilanggar olch perbuatan itu."’

Tentang apakah selalu ada overmacht dari pasal 48 KUHP atau
apakah perbuatan seseorang vang dianggap terpaksa berbuat sesuatu itu.
selalu bebas ataukah ia tetap dianggap melakukan perbuatan melanggar
hukum menurut Witjono Prodjodikoro, hal ini harus ditinjau dan
diperbandingkan nilai dari kepentingan vyang dikorbankan dan nilai
kepentingan yang diselamatkan. Apabila kepentingan yang dikorbankan
sangat lebih berat dari pada kepentingan yang disclamatkan, maka tidak
ada hal memaksa (overmacht). dan si pelaku harus dihukum. Apabila
kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari pada
kepentingan vang diselamatkan, atau apabila kedua kepentingan itu sama
beratnya. maka ada hal memaksa. dan si pelaku tidak kena hukuman
pidana,**

Menurut Prof. Moeljatno, hal ini tidak mungkin ditentukan secara
umum. Tapi harus dilihat bertalian dengan keadaan-keadaan yang khusus
ada dalam masing-masing perkara. Dan apabila dalam suatu perkara hakim
menentukan bahwa besamya kekuatan yang mendorong ke arah

dilakukannya suatu perbuatan pidana adalah kurang cukup untuk

" Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hlnw. 380.
* Wigono Prodjodikoro, Asas-Asas Mukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika

Aditama, 2009}, him
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dikualifikasir sebagai daya paksa dalam arti pasal 48, hal itu dapat
dinyatakan dalam pengurangan pidana vang akan dijatuhkan.*

Alasan penghapus pidana yang putatil disebabkan adanya dwaling
atau karena dengan iktikad baik (te geodertrouw) dan yang dapat meliputi
bentuk-bentuk putatif pada daya paksa. pembelaan terpaksa. melaksanakan
undang-undang dan perintah jabatan, (putative overmachi, putative
noodweer, putative wet telijk voorschrift en putative ambrelijk bevel).
Perbedaan pendapat di antara para ahli. adalah mengenai alasan penghapus
pidana daripada semua bentuk putatif itu. Di satu pihak berpendapat
bahwa semua bentuk putatif merupakan hal yang bersifat pengurangan
pidana (_sfmvermf'nden‘ng}gmnden] karena dalam sistematika KUHP
terdapat di dalam bab penghapusan, pengurangan dan pemberatan pidana,
sedangkan dipihak lain berpendapat bukan sebagai pengurangan,
melainkan penghapusan pidana karena sikap batin pembuat yang salah
paham atau itikad baik itu menycbabkan ditiadakan kesalahannya yaitu
schulduitsluitingsgronden.  Sebaliknya ada pula pendapat yang
menyatakan bahwa semua bentuk putatif harus dicari dasar penghapus
pidana di luar undang-undang dengan asas tiada pidana tanpa
kesalahan,*’Jadi berkenaan dengan putative overmacht ini lagi-lagi
penentuan kepastian akibat hukum ada pada hakim bahkan melihat
masing-masing kasus, lebih mengambang ketentuannya dari pada relarive

overmacht.

** Moeljamo, Asas-Asas Hukum Pidana, him. 143.
** Bambang Poernomo, Seri Hukum Pidana I: Asas-Asas Hukum Pidana I, him, 203-204.
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Dari uraian diatas, dihapuskannya pidana adalah karena alasan
bahwa perbuatannya adalah tetap melawan hukum (wederrechtelijk), akan
tetapi sifat melawan hukum dihilangkan karena si pelaku dalam keadaan
daya paksa. Dan dalam keadaan darurat karena suatu keadaan yang
sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menjadi tidak melawan hukum
atau dibenarkan oleh hukum.

D. Daya Paksa Kaitanya dengan Penafsiran Hakim

Menurut Prof. Simons. oleh karena undang-undang itu telah tidak
memberikan penjelasannya lebih lanjut tentang kapan suatu overmacht itu
harus dianggap sebagai telah terjadi, maka penentuannya diserahkan
sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya secara bebas. Akan tetapi hakim
juga perlu memperhatikan kenyataan, bahwa kekerasan atau ancaman dengan
kekerasan yang telah digunakan oleh seseorang yang melakukan suatu
pemaksaan itu adalah demikian rupa. hingga sikap menyerah dari orang yang
mendapat paksaan itu memang dapat dipandang sebagai suatu sikap wajar.”'

Begitu pula dalam hal noodteestand, Simons berpendapat bahwa
kepada hakim harus diberikan kebebasan yang penuh untuk menentukan
apakah pada suatu saat tertentu itu terdapat suatu noodfoestand atau tidak.
Akan tetapi yang sudah jelas adalah, bahwa untuk memberlakukan ketentuan
pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 48 KUHP itu, hakim
haruslah hanya memperhatikan keadaan-keadaan yang ada atau keadaan-

keadaan yang terjadi pada saat sesuatu tindak pidana itu telah dilakukan

*! PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, him. 432.
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orang.” Kebebasan hakim di sini scbagal kebebasan yang bertanggungjawab,
vaitu hakim haruslah berwawasan luas dan benar-benar menerapkan nilai-nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat.

Seperti kasus yang menimpa Misran, mantri kesehatan desa vang
menolong warga Kuala Samboja, Kalimantan Timur. la dipidana karena
dmnilai hakim PN Tenggarong tidak punya kewenangan memberi pertolongan
layaknya dokter, dia dituduh melanggar UU 36/2009 tetang Keschatan pasal
82 (1) huruf D jo pasal 63 (1) UU No 32/1992 tentang Kesehatan . Banyak
kalangan menyayangkan putusan tersebut, bahkan pakar hukum pidana, Andi
Hamzah menilai seharusnya Misran tidak dihukum. Sebab, tidak ada orang
yang berwenang memberikan pertolongan di daerah pelosok tersebut,
sementara tidak ada dokter.™ Di sini ada noodtoestand dalam bentuk konflik
atau perbenturan antara kewajiban hukum untuk menaati UU Kesehatan dan
kepentingan hukum vaitu menolong warga yang mana di daerah itu tidak ada
dokter sedangkan daerah tersebut daerah pelosok. Seharusnya dengan menilai
kepentingan mana yang lebih mendesak, dengan melihat kondisi masyarakat
dan keadaan daerah, disertai pertimbangan dari melihat kandungan pasal 28
UU RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Misran tidak
dipidana dengan alasan pembenar karena adanya keadaan darurat ini.

Kelihatannya kasus Misran mirip yurisprudensi Opticien Arrest Hoge
Raad 15 Oktober 1923 N.J. 1923, bedanya misran tetap dipidana. Pengadilan

Amsterdam melepaskan seorang penjual kacamata dari semua tuntutan

% Ibid, hlm. 449,
% fltpanvw detiknews, comyread 20001 27301 10121 15357584 G saang mantri-nisran-
yang-masib-menanti-wahyw. diakses 2 fannari 2012
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hukum, sesudah dibuktikan bahwa ia, pada waktu toko sudah harus tutup
menurut peraturan yang berlaku di Amsterdam, menjual sebuah kacamata
pada orang yang bernama de Grooth, Karena ditiup oleh angin badai kacamata
Tuan de Grooth jatuh dan pecah, sehingga ia tidak dapat melihat apa-apa lag
dan oleh karena itu ia dalam keadaan berbahaya dan memerlukan pertolongan.

Dengan melihat pendapat para ahli hukum pidana bahwa sifat ancaman
atau tekanan serta keadaan untuk bisa disebut darurat sifatnya subjektif, maka
disinilah letak peran hakim sebagai pihak yang menimbang dan menilai untuk
kemudian memutus layak tidaknya seseorang dengan kondisinya dan dengan
keadaan sekitarnya.

Jadi dalam hal overmacht atau daya paksa relatif sebagaimana berdasar
pasal 43 KUHP, baik itu daya paksa dalam arti sempit maupun keadaan
darurat, hakim menjadi penggali hukum selain ia juga menjadi corong undang-
undang .

Meski dominasi sistem hukum di Indonesia adalah Kontinental dengan
cirl utama hukum di undangkan dan yang belum berupa undang-undang
segera diundangkan, akan tetapi sekarang memang apak bergeser dari
paradigma Kklasik (yang ditegaskan oleh Montesque dengan mengatakan
bahwa hakim hanya sebagai corong undang-undang). Sehingga dalam hal ini
karena pergeseran pandangan, hakim tidak hanya menjadi corong undang-
undang saja tapi juga menjadi penggali undang-undang karena hakim juga
sebagai interpreter undang-undang sebagai suatu bentuk upaya penemuan

hukum (rechtsvinding).
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Ketentuan pasal 22 AB. (dfgemene Bepalingen van Wetgeving voor
Indonesie/Ketentuan-ketentuan umum  tentang perundang-undangan untuk
Indonesia, yang juga masih berlaku sampe sekarang), mengatakan: * Bilamana
seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa
peraturan undang-undang vang bersangkwian tidak menyebutkan, tidak jelas
atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena penolakan mengadili.”™

Dalam hal imi, hakim secara umum dituntut untuk progresif. Hakim
yang progresif adalah hakim yang begerak memutus perkara sesuai dengan
semangat dibentuknya aturan hukum, karena hakim adalah harapan justiabelen
(pencari keadilan) yang berdiri di antara pihak-pihak vang berperkara. Maka
darn itu, hakim merupakan profesi berwajah ganda yang harus memiliki dua
semangat. Selain kesungguhan dalam menegakkan aturan hukum menuju
keadilan juga harus menjunjung mentalitas progresif apabila aturan hukum
telah tertinggal dari semangat jiwa keadilan,™

Tentang yurisprudensi, meski tidak mengikat karena hukum di negara
Indonesia tidak menganut asas “the binding force of presedent” tetapi putusan
pengadilan bersifat “persuasive precedence” yaitu bahwa putusan pengadilan/
putusan hakim tidak mempunyai kekuatan mengikat pada hakim sesudahnya,
tetapi kekuatan yang meyakinkan. *° Jadi ini dapat dijadikan sebagai
pertimbangan ketika hakim akan menimbang untuk memutus suatu perkara.

Menurut penulis sendiri yurisprudensi bisa sebagai pandangan bahwa hukum

o Pipin Syarifin, Pengantar Hmu Hukwm, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 120.

** Nita Triana, “Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di
Indonesia” dalam Al-Mandhij, Vol, V Ne. 2, Juli 2011, him. 257.

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatuw Pengamtar, (Yogyakarta: Liberty
Yooyakarta, 2008), hlm. 115,
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meski baku tetapi tidak kaku, yurisprudensi sebagai keluwesan hukum dari
para hakim. Kumpulan yurisprudensi tentang daya paksa akan memperkaya
pengerlian mengenai daya paksa itu sendiri.

Begitu pula dengan doktrin atau pendapat para ahli dalam ilmu hukum
pidana yang darm mereka bisa didapatkan rujukan pendapat sehingga pada
perkembangannya pengertian daya paksa bisa lebih diperjelas. Karena dalam
pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan:”’

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukrm
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,”

Untuk sekarang dan sementara ini, di dalam Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pasal 48 ini
menempati pasal 32, dengan langsung menyebutkan bentuk overmacht yang
dimaksud, yaitu dengan perubahan bunyi®®, ” Barang siapa melakukan tindak
pidana karena pengaruh dava paksa relatif’ dan keadaun darurar tidak
dipidana”, Meski belum final bagaimana konsep keseluruhan RUU KUHP
terbaru, pasal 32 secara substansi sama dengan pasal 48 KUHP,

Dengan demikian, yang perlu ditegaskan dalam daya paksa adalah
pengayaan terhadap kriteria paksaan relatif dan keadaan darurat dengan
melihat yurisprudensi ataupun doktrin pidana yang dihubungkan dengan rasa

keadilan yang ada di masyarakal, sehingga masyarakat merasakan

keberadaannya dalam payung hukum.

" Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Kekuasaan Kehakinean
dan Mahkamah Agung, (Bandung: Fokus Media, 2009), him. 118.
E htpe A, dipp. deplyntham. go td ine buka php?czo.diakses 21 okioher 2010




BAB III

DAYA PAKSA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Daya Paksa (4/-Ikrdl dan Darfirar)
1. Pengertian Daya Paksa (A/-Ikrdh dan Dariirar)

Di dalam hukum pidana Islam, istilah untuk daya paksa adalah ai-

ikrdh (o1 57Y). Kata ikrgh adalah bentuk masdar dari kata kerja akraha,
vaitu akraha-yukrihu-krahun (751-2 5 -55%) yang artinya paksaan.

Secara epistemologi, kata ikrdh berarti memaksa seseorang kepada
sesuatu vang tidak diinginkan karena alasan tabiat atau syari’at. Isim
masdar (kata benda) dari kata itu adalah karh.!

Menurut Wahbah Az Zuhaily, ikrdh atau paksaan adalah mendesak
orang lain melakukan perbuatan vang tidak disukainva dan bukan
pilihannya untuk melakukan secara langsung perbuatan tersebut.”

Khudhari Biek mengartikan ikrdh atau paksaan ialah memaksa
seseorang berbuat sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa ucapan
maupun perbuatan, schingga andaikata ia dibiarkan memilih niscaya tidak

dilakukannya.’

! Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 4, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2008), him. 309.

* Wahbah az-Zuhaily, Tsil al- Eigh al-Islami Jus 1, {Dimsvin: Dar al-Fikr, 1988), him.
186.

* Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttagien, (Jakarta:
Pustaka Amani, 2007), him. 214,
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Dari pengertian tersebut yang menjadi kunci dari ikrdh ialah kata
ikhtivdr dan ridd dengan definisi sebagai berikut. fkhtivdr adalah memilih
melakukan sesuatau daripada meninggalkan perbuatan tersebut. Ridd
adalah kepuasan melakukan sesuatu dan menyukai perbuatan tersebut,*

Dua hal itu menjadi pertimbangan karena kerelaan dan pilihan ini
nantinya berpengaruh terhadap perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Paksaan biasanya disertai dengan ancaman atau bahkan
penyiksaan, Menurut para fukaha. dalam suvatu paksaan harus ada
perbuatan materiil (seperti penyiksaan dengan pukulan, cambukan,
cekikan, dan lain sebagainya) yang ditimpakan (ditujukan) langsung
kepada orang vang dipaksa untuk melakukan apa vang dipaksakan
kepadanya. Pendapat mayoritas fukaha bahkan mengatakan kalau ancaman
itu sendiri merupakan paksaan.

Adapun mengenai kepada siapa saja ancaman paksaan dikenakan,
fukaha berbeda pendapat, ada yang mengatakan hanya berlaku pada
dirinya saja dan ada juga yang berpendapat termasuk didalamnya keluarga
dekat dalam arti orang tua atau anak. Pendapat mayoritas mengatakan
ancaman tidak harus ditujukan pada diri yang dipaksa tapi juga keluarga
dekatnya.

Sedangkan dardirat secara etimologi. adalah keadaan terpaksa

da o

berasal dari kata darra- yadurru- darran ( 123: — —::b )} yang artinya

membahayakan atau merugikan.

 Wahbah ax Zuhaily, {fen] al-Figh al-ffdm? Ju= T hlm, 186,
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Untuk dariirat atau keadaan darurat (keadaan terpaksa) secara
epistemologi adalah keadaan dimana ketakutan atau kekhawatiran atas
dirinya dari kerusakan sccara pasti atau dugaan dan tidak disyaratkan
bersabar (menunggu) sampai mendekati kematian.®

Menurut Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Dahlan Tamrin®,
darurat adalah suatu keadaan yang bisa berakibat fatal jika tidak diatasi
dengan cara yang luar biasa dan bahkan dengan cara melanggar hukum.

Keadaan darurat dipersamakan dengan paksaan dari segi hukum.
tetapi berbeda pada sebab timbulnya perbuatan. Dalam paksaan, seseorang

(orang yang dipaksa) itu dipaksa oleh orang lain untuk melakukan suatu

perbuatan, sedang dalam keadaan darurat. seseorang tidak dipaksa oleh

orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi ia berada dalam suatu
keadaan yang menuntutnya untuk keluar darinya dengan cara melakukan
pekerjaan vang dilarang (tindak pidana) agar dirinya atau orang lain dapat
selamat dari kebinasaan,” Umpamanya, kasus penumpang kapal laut yang
sedang dilanda oleng akibat kelebihan muatan, padahal penumpangnya
banyak vang tidak bisa berenang. Bagi mercka yang tidak bisa berenang,
tidak boleh mengorbankan temannya untuk dilemparkan ke dalam laut
lepas dengan tujuan supaya muatannya berkurang. Sebab, hak

perlinduingan dan hak hidup semua manusia sama, sehingga tidak boleh

* Wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-islami wa Adiflatuh Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),
him. 515.

® Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Isiam: Kullivah Al-Khamsah, (Malang: UIN
tvialiki Press, 20107, b, 199,

" Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana islam Jilid 2, terj. Tim Tsalisah Bogor,
(Bandung: Kharisma 1lmu, 2008), him, 234-235.
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ada yang dikorbankan demi orang lain, sekalipun diyakini bahwa jika
salah satu penumpangnya dilempar, kapal tidak akan tenggelam. Berbeda
apabila sebagian muatannya itu berupa barang

Jangkauan keadaan darurat memang lebih luas dibanding dengan
paksaan, bahkan dalam hukum Islam darurat menjadi salah satu kaidah
mayor dari lima kaidah atau asas lainnya. Akan tetapi khususnya dalam
hukum pidana Islam ini, keduanya sangat dekat bahkan untuk
pengecualian jarimah pun sama,

Dengan demikian daya paksa dalam hukum pidana Islam bisa
berupa paksaan dan keadaan darurat (terpaksa) karena disamping
kedekatan pengertian juga karena manakala orang dalam paksaan. ia
melakukan benar-benar terpaksa.

. Dasar Hukum Daya Paksa (A/-Tkrith dan Darfirat)

Dasar hukum berlakunya paksaan dapat menghapuskan hukuman
adalah Q8. Al-An’am: 119
e G R 25 L& o o o s i e b U R

B 85 5 by gl o 8L B G5 D 4
Dan mengapa kamu tidak makan dari apa daging hewan yang ketika
disembelih disebur nama Allah, padahal Allah telah menjeiaskan
kepadamu apa vang diharamkan-Nva kepadamu, kecuali jika kamu dalam
keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan

keinginannya tanpa dasar pengetahuan, Tuhanmu lebih mengetahui orang
yang melampaui batas.

® Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam . . ., hlm. 157,
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Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-Bagarah ayat 173

- w A - LA | ) - “ el X
R e e e Ry ey | R 3 L J$I1J o TR i e ot |
d LR

s e 800y e 3
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging
babi, dan daging (hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain
Allah. Tetapi harang siapa terpaksa memakamva. bukan karena
menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kedua dalil di atas dijadikan sebagai hujjah untuk keadaan darurat
dan paksaan, maka dari itu para fugaha cenderung menvamakan hukum
paksaan dan keadaan darurat (keadaan terpaksa), terutama dalam hukum
pidana Islam (fikih jinayah).

Menurut Abdul Qadir Audah. kesamaan itu terletak ketika dalam
keadaan tidak dihapuskannya hukuman atas tindak pidana, ia tetap
mendapatkan hukuman karena tidak adanya ilja’ (keadaan darurat yang
vang menyangkut keselamatan nyawa). Dalam keadaan pembolehan
(ihdhah), perbuatan dibolehkan karena tidak ada alasan yang
mengharamkan. Dalam keadaan penghapusan hukuman, hukuman
dihapuskan karena adanya ilja’ dan tidak adanva ikhtiar.?

Dalil lainnya sebagai hujjah dihapusnya hukuman karena paksaan

yaitu hadis riwayat Ibnu Majah'®

? Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid 2 . . ,him. 221-222,
' Abu Abdullah Muhammad al-Quzwaini, Sunan thnu Mdjah Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr,
2004), him. 642,
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushoffa Al-
Himshiy, telah menceritakan kepada kami Al-Wallid bin Muslim, itelah
mernceritakan kepada kami Al-Awza'v dari 'Atho’ dari Ibnu ‘Abbas, dari
Nabi SAW, beliau telah bersabda :” sesungguhnya Allah mengapuni dari
umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan apa
yang dipaksakan atasnya.”

w
L3

B. Macam Daya Paksa Menurut Para Ulama

]o

Paksaan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

fkrdh Mulji'. yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak
pilihan/ikhtiar orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan
menghilangkan nyawa orang yang dipaksa. Disebut juga ikrdh tdmm
(absolute overmacht).

Misalnya adalah orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur
atau merusak harta orang lain dengan ancaman akan dibunuh kalau tidak
melakukan apa vang dipaksakan tersebut.

llrdh Ghairu Mulji', yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi
tidak sampai merusak pilihan orang yang dipaksa. Dalam paksaan ini
biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa.
seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau
dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak. Paksaan

ini disebut juga ikrdh ndgis (relative overmachi),"'

" Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 2, hlm, 222,
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Misalnya orang yang dipaksa untuk merusak atau membakar harta orang
atau dipaksa untuk meminum khamr dengan ancaman ditampar.

Ini adalah pembagian ikrdh dikalangan Hanafiyyah yang lebih popular
dikalangan umum dan pada perkembangannya lebih sering digunakan
dalam pembahasan fikih jinayah.

Menurut Abdul Qadir Audah dan umumnya fukaha, paksaan relatif
(ikrdh ndgis) hanya berpengaruh pada tasarryf (tindakan hukum) yang
mensyaratkan adanya kerelaan. seperti jual beli. sewa menyewa. atau
pengakuan, Berdasarkan hal ini, paksaan relatif (ikrdh ndgis) tidak memiliki
pengaruh atas tindak pidana.

Adapun paksaan absolut (ikréh tdmm) memiliki pengaruh terhadap
tindakan-tindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara
sekaligus, seperti melakukan tindak pidana. Umpamanya, siapa yang dipaksa
melakukan zina. maka paksaan vang terjadi pada orang vang dipaksa harus
menghilangkan kerclaan dan merusak pilihannya. Artinya paksaan tersebut
menjadikan orang yang dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan dan
pilihan lain untuk menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya,'”

Dalam pembagian tersebut, yang mereka perhatikan adalah antara
kemampuan bersabar dan tidak. Pada yang pertama, tidak ada kesanggupan
bersabar. schingga mereka menganggap ikhtiarnya rusak. Sedang vang kedua.

bisa bersabar, maka mereka tidak menganggapnya mempengaruhi ikhtiar.'?

124
Ibid.
" Syaikh Muhammad al-Khudari Biek, Ushul Fikik., him. 215.
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Pendapat lain mengatakan bahwa menganggap membahayakan jiwa
dan kerusakan anggota tubuh itu saja yang dapat menghilangkan kesanggupan
bersabar dari manusia, sedang lain tidak, adalah tidak jelas, karena pegaruh
rasa sakit dalam hati manusia tidak sama. Karena di antara manusia ada yang
tidak sanggup bersabar atas sedikit saja hukuman pukulan dan kurungan
bahkan penghinaan, ada juga yang sanggup bersabar atas segala sesuatu,
sampai dalam kondisi sedang terancam maut."* Hal ini memang subjektif, oleh
karena ity tentunya nanti hakim yang akan memastikan layak tidaknya
seseorang yang diancam sedemikian rupa dengan kondisi jiwanya, tepat atau
tidaknya jika kriteria daya paksa menghapuskan hukuman.

Inilah mengapa menurut Khudhari Biek patokan untuk disebut mulji’
dan ghairu mulji’ menjadi tidak menyeluruh. Satu sisi ancaman sifatnya ilja’
tapi pengaruhnya belum tentu menghilangkan kerelaan dan pilihan. Namun
demikian kita melihatnya sebagai patokan umum. sehingga ada batas-batas
yang jelas dan pada umumnya terjadi.

Pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali sejalan dengan pendapat
Imam Malik. Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Mereka berpendapat bahwa
ancaman itu sendiri merupakan paksaan. Paksaan itu biasanya disertai
ancaman, penyiksaan, pembunuhan, pemukulan dan lain-lainnya. Maka dari
itu paksaan bisa bersifat material dan nonmaterial (moral). Paksaan yang

bersifat material adalah apabila ancaman benar-benar terjadi dan menimpa

" thid,, him. 214.
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orang yang dipaksa, sedangkan paksaan yang bersifat moral terjadinya bisa
dinantikan (masih bersifat ditunda).'

Kalangan Syafi'iyyah, mengklasifikan ikrdh menjadi dua bagian,
yaitu:'®
a. Jkrdh bi al-Hag. yaitu paksaan yang dibenarkan, misalnya memaksa orang

yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo untuk menjual barang

miliknya guna membayar hutang-hutangnya. Hal ini wajib dipenuhi oleh
vang dipaksa.

b. lkrdh bi Ghair al-Hag (paksaan tanpa ada alasan yang benar). Jenis ini
terbagi lagi menjadi dua kategorni, yaitu:

1) [fkréh Haram. yaitu misalnya paksaan untuk membunuh. Keadaan ini.
yang dipaksa tidak boleh melaksanakan, sebab jika dilakukan, maka ia
akan mendapatkan hukuman gisas.

2) [krah Muhah, vaitu: misalnya dipaksa mencuri barang orang lain. Jika
paksaan itu dilaksanakan, maka ia (yang dipaksa) akan terbebas dari
Jjeratan hukum, sebab yang menanggung konsekuensi hadnya adalah
mukrih (orang vang memaksa).

Begitu juga akan halnya keadaan darurat yang dalam pembagiannya
juga bertingkat sesuai kadar kedaruratan atau kadar kemaslahatan. Keadaan
darurat ini menjadi kaidah mayor karena sering kali manusia mengalami hal
yang bersifat darurat. Kedaruratan itu diutamakan untuk menjaga agama, jiwa,

akal, harta, katurunan. Karena semua itu adalah kebutuhan primer yang

' Abdul Qadir Audah, Ensikioedi Hukum Pidana fslam Jitid 2. . .., hlm. 222-223.
' Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam .. . ., him, 126-127.



dimuliakan dalam ajaran agama Islam untuk menjaga kemaslahatan bagi umat
manusia. sebagai magdsid al-svari‘ah (termasuk di dalamnya adalah hukum
pidana Islam), Dua diantaranya (menjaga harta dan keturunan) masuk sebagai
hukum perdata, sehingga hapusnya hukuman pidana karena daya paksa belum
tentu menghapuskan hukuman perdata.
C. Kriteria Daya Paksa yang Menghapuskan Hukuman Pidana
1. Kriteria Daya Paksa yang Menghapuskan Hukuman Pidana
Syarat-syarat untuk bisa disebut adanya suatu paksaan meliputi'’:
a. Ancaman yang menyeriai paksaan bersifat mudji' sehingga dapat
menghilangkan kerelaan, seperti ancaman dibunuh, dipukul dengan
pukulan berat. dikurung dalam waktu vang lama. dan sebagainya.
b. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang, yakni yang tidak
disyari’atkan (perbuatan yang melanggar hukum).
¢. Ancaman harus seketika (mesti hampir teriadi pada saat itu juga) vang
dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak
melaksanakan perintah pemaksa.
d. Orang yang memaksa mempunvai kemampuan untuk melaksanakan
ancamannya, walaupun ia bukan penguasa atau petugas tertentu.
¢. Adanya dugaan kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila ia
tidak memenuhi tuntutannya apa vang diancamkan itu benar-benar

akan terjadi.

" Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 2. . . hlm. 223-225.
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Sedangkan syarat-syarat untuk bisa dikategorikan keadaan darurat
vang nantinya dapat menghapuskan hukuman dalam pidana Islam adalah:
a. Keadaan darurat itu harus memaksa sckali/tidak dapat dihindari

(mulfi’) sehingga pelaku atau orang lain dalam kondisi jiwa atau bagian
badannya dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan.

b. Keadaan darurat benar-benar telah terjadi, bukan hanya sekedar
dinantikan terjadi. Karena itu orang yang lapar tidak boleh memakan
bangkai sebelum ia dalam kondisi lapar vang sangat menghawatirkan.

c. Tidak ada alternatif lain untuk menolak darurat kecuali dengan
melakukan tindak pidana. Apabila mampu menolak darurat dengan
jalan yang halal. dia tidak boleh menolaknya dengan jalan vang haram.
Umpamanya, orang lapar yang masih mampu membeli makanan, ia
tidak boleh mencurinya dengan berdalih dalam keadaan darurat.

d. Menolak keadaan darurat harus dengan tindakan vang secukupnva
(tidak berlebih-lebihan). Karena itu, orang yang lapar tidak boleh
mengambil makanan orang lain kecuali untuk sekedar menghilangkan

rasa laparnya.'®

Syarat-syarat untuk keadaan darurat di atas memang menyesuaikan
dengan kaidah-kaidah fighiyyah hal darurat yang antara lain sebagai
berikut:

&
053 37t

Kemadaratan harus dihilangkan

8 tbid, hlm. 235.
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e ¥y 55 Y
Tidak boleh membuat kemadaratan dan tidak boleh memadaratkan
e Haa Ty saE
Pyt uu}-‘ Yl
Kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadaratan lain
- n "_' ity LY ] i.—l 4E
Kemadaratan membolehkan hal-hal yang dilarang
P IS:J,ii}ﬁ_ i St
6,58 S 5550 1

Apa  yang dibolehkan karena darurat disesuaikan dengan kadar
kedaruratannva

PR R vl
apa yang dibolehkan karena ‘uzur (halangan), maka batal dengan
hilangnya halangan itu

2. Alasan Hapusnya Hukuman Pidana Karena Daya Paksa
Pada dasarnya. manusia dalam kacamata hukum adalah makhluk

vang dibebani hukum (mahkum ‘alaik). Dalam keadaan normal, ia

dikaruniai keahlian atau “al-ahiiyyah”, yaitu kecakapan menangani
sesuatu urusan. Dengan kecakapan ini, pada perkembangan hidup manusia
selanjutnya bisa menjadi mukallaf yang mampu dibebani hukum taklif
atau hukum pembebanan.

Ulama Hanafivah membagi kecakapan (ahfivvah) menjadi dua
macam yaitu, ahliyyah al-wujib dan ahliyyah al-add’. Ahliyah wujub
yaitu, kecakapan manusia mengenai apa yang melekat pada dirinya secara
fitrah berupa hak-hak dan kewajiban-kewaiiban vang ditetapkan sejak
kehidupannya. Sedangkan ahliyah ada' yaitu, kecakapan manusia dalam

melaksanakan (menempatkan) perbuatan dan ucapan dari segi kesiapan
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secara syara’ yang ditetapkan mulai dari masa ia famyiz (remaja) dan
berakibat pada pertanggungjawaban.'”

Sclanjutnya, ahliyyah al-add' (kecakapan melaksanakan) ini ada
dua macam yaitu, ahliyyah al-add' an-ndgisah yaitu pada masa manusia
mulai tamyiz sampai dewasa dan ahlivvah al-add' al-kémilah yaitu
dimulai sejak ia balig dan berakal atau dewasa.? Ahliyyah al-add’ al-
kamilah inilah yang menjadi sorotan (dalam hal ini sebagai subjek)
berkenaan dengan daya paksa kaitannya dengan pertanggungjawaban atas
tindakan hukum.

Dalam kecakapan melaksanakan secara sempurna ini, manusia
telah cakap untuk dibebani beban svara’. Oleh karena jtu. waiib baginva
menunaikan beban/hukum syara’ dan berdosa jika meninggalkanya, sah
seluruh akad-akad dan tindakan-tindakan hukumnya disertai akibat hukum
vang bermacam-macam scsuai dengan ketentuannva dan dimintai
pertanggungjawaban atas semua tindakan yang ia lakukan sclama tidak
ada rintangan atau halangan di dalam kecakapan melaksanakan tersebut.?!

Dengan demikian keahlian tersebut, secara hukum syar’i manmsia
telah patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya,
Namun, adakalanya pada perkembangan hidup manusia, seringkali muncul
penghalang keahlian. Penghalang keahlian itu bisa berupa penghalang

yang datang dari seseorang atau manusia lain (‘awdrig al-muktasabakh)

" Wahbah az-Zuhaily, Usuf Figh al-Islami Juz 1, him, 163-164,
* thid., him. 166-168.
! i, him, 168
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dan dapat pula berupa sunnatudldh atau sesuatu vang melekat pada orang
itu sendiri ( ‘awdrid as-samawivvah),

Jika dilihat menurut hukum wadi (hukum tentang keadaannya),
maka dapat dinilai dengan adannya penghalang tersebut, hukum akan tetap
sah atau menjadi batal. azimah atau rukhsah. dan dalam hukum pidana
[slam, tepatnya apakah akan dihukum dengan hukuman tetap atau
dihapuskan hukumannya.

Dalam hukum pidana Islam. secara umum hukuman akibat dari
perbuatan pidana karena paksaan dan keadaan darurat ditiadakan. Alasan
peniadaan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena
adanya paksaan dan atau darurat adalah karena adanva penghalang
keahlian tersebut, yang menyebabkan tindak pidana secara umum

dimaafkan. Sebagaimana hadis berikut:

= ”..- .- & +on 1..f,.-.- 4 Ae ‘-‘..-“l.«*ﬁ.. & . Ll T o G 4F .

h',-r'-‘--l-rd-i-- LFHJ_J"\"’ Ii-,.n.-.-.n .ﬁ{_y L..-..u-g._:.m d@‘JMLuu-
JJ.E-!'..E. <_.|
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin AI-Mushaﬁa AI—
Himshiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid bin Muslim, telah
mernceritakan kepada kami Al-Awza'y dari 'Atho ' dari Ibnu ‘Abbas, dari
Nabi SAW, beliau telah bersabda : " sesungguhnya Allah mengapuni dari

umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan apa
yang dipaksakan atasnya. "

Sedang dalam hal darurat, pada dasarnya sebagai alasan (sebab)
vang dibenarkan (dibolehkan) syara’. Scbagaiman avat landasan hukum
darurat. Akan tetapi pada penerapannya dalam hukum pidana Islam, tindak

pidana yang dibenarkan atau dibolehkan karena darurat hanya beberapa
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tindak pidana saja dan merupakan jarimah ringan. malah kebanyakan
merupakan alasan pemaaf.

Selain adanya alasan pemaaf atau pembenar, juga karena adanya
kesamaran (syudbhar) hukum di dalamnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah
vang juga dijadikan kaidah dalam hukum pidana Islam berikut:

Vet eyl P
Hindarkanlah penjatuhan hukuman hudud karena adanya syubhat-syubhat
( kesamaran).

Para fukaha mazhab Syafi’i membagi syubhat menjadi tiga macam,
vaitu syubhat objektif. subhat subjektif dan svubhat vuridis:*

a. Syubhat objektf (Sywbhdr fi al-Mahall) syubhat yang bersumber dari
tempat atau objek pidana dan bukan karena dugaan.

b. Syubhat Subjektif (Svubhdr fi al-Fa'ily sumber svubhat disini adalah

dugaan dan keyakinan si pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan

bukanlah perbuatan haram
¢. Syubhat Yuridis (Syubhdat fi al-Jihat) dimana kesamaran timbul dari
perbedaan pendapat para fukaha tentang suatu perbuatan.

Dilihat dari ketiga hal tersebut maka paksaan dan darurat ini masuk
dalam svubhat yuridis.. Karena status hukumnva diperdebatkan. status
hukum disini yaitu tentang hukumanya diperdebatkan. Seperti orang laki-
laki yang dipaksa untuk zina, sebagian golongan Hanafiyyah tetap

mewajibkan hukuman cambuk atau rajam. sedang ulama Syafi’iyvah.

? Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukwm Pidana Islam Jilid 1, terj. Tim Tsalisah
Bogor, (Jakarta: Kharisma Hmu, 2008), hlm, 243,
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Malikiyyah dan Hanabilah membebaskan orang yang dipaksa tersebut dari
hukuman.

Oleh karena itu, hakim sangat perlu meyakinkan dirinya sendiri
dengan pikiran vang jernih atas perkara kriminal itu sebelum dia
menyatakan keputusannya. Bukan suatu perkara mudah memutus suatu
perkara. Apalagi berhubungan dengan nyawa atau jiwa seseorang, tetapi
apapun perkaranya hakim memang harus menghadapi dan hati-hati.

Alasan lain mengapa dimaafkan ataupun dibolehkan, bisa juga
karena unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Lagi pula. pada tingkat
keadaan tanpa ‘awdrid (halangan-halangan) pun. harus diteliti benar
bahwa orang melakukan suatu jarimah akan mendapat hukuman apabila
terpenuhi semua unsur-unsur jarimah, apalagi dalam keadaan adanya
halangan, Kerena. di samping harus terpenuhinva unsur-unsur jarimah
yang umum (seperti unsur formal/ nash, unsur material/ perbuatan nyata,
dan unsur moral/ kemampuan bertanggung jawab), juga harus terpenuhi
unsur-unsur khusus yang meliputi tiap-tiap jarimah.

Jarimah sendiri bermacam-macam dan beragam jika dilihat dari
berbagai segi:**

a, Ditinjan dari segi berat ringannya hukuman jarimah terbagi menjadi

jarimah hudud (), kisas /diat (z+/ 2\a3), dan ta’zir ().

® Abdur Rahman 1. Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rincka Cipta,
1992), him. 17.

A Wardi Muslich, Pepaantar dare Asas Huwknm Pidone Ielam: Fikih Jmmpoh, (Takarta:
Sinar Grafika, 2004}, hlm, 17-27.
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=

Ditinjau dari segi niat, terdiri dari jarimah sengaja (i:;=il 21 ~) dan

Jarimah tidak sengaja (32 a2l s 31> )

0

Ditinjau dan segi waktu tertangkapnya, terdiri dari jarimah tertangkap

basah (4 - 2 ~) dan jarimah yang tidak tertangkap basah

(4 Lk ¥ o)

Ditinjau  dari segi  cara melakukan, terdini dard jarimah  positif

-

( 3l o3t ~) dan jarimah negatif (L i)

e. Ditinjau dani segi objeknya. jarimah perorangan (s 4.z i) dan
Jjarimah masyarakat (astesias i )

. Ditinjau dari scgi tabiatnya, terdini dari jarimah biasa (a0 o~} dan
jarimah politik (1. )

Yang menjadi ciri khas hukum pidana Islam adalah pembagian
Jjarimah pada poin petama, yaitu menurut berat ringannya hukuman. Hal
ini untuk kepentingan dari segi pengampunan. segi kompetensi hakim.

segi keadaan yang meringankan dan segi alat-alat pembuktian.

D. Implikasi Daya Paksa pada Jarimah

Hukum pidana Islam memberlakukan hukuman sesuai dengan berat
ringannya atau jenis jarimah selain pengaruh masing-masing macam paksaan
apakah relatif atau mutlak. Karena menurut fukaha hanya paksaan absolutlah

yang berpengaruh terhadap hukum pidana.
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Berdasarkan pembagian jarimah hudud. kisas/diat dan ta’zir, pengaruh

paksaan menjadi berbeda tergantung berat ringan atau macam jarimah. seperti

halnya jarimah pembunuhan atau penganiayaan. Scsuai aturan pemidanaan,

pengampunan pada jarimah kisas diserahkan pada pihak korban/ keluarga

korban. Apabila ada pengampunan. ganti dari hukuman kisas adalah diat dan

apabila diampuni tanpa syarat (membebaskan diat) maka penguasa akan

memberikan hukuman ta’zir.

Setidaknya ada tiga kategori pengaruh paksaan terhadap tfasarruf atau

tindakan hukum, yaitu:*®

1.

Perbuatan (tindak pidana) yang sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh
adanya paksaan.

Perbuatan jenis ini tidak ada keringanan dan tidak dibolehkan
melakukan perbuatan tersebut, Fukaha bersepakat bahwa paksaan
(meskipun itu adalah paksaan absolut) tidak berpengaruh terhadap tindak
pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan atau penyerangan yang
membinasakan dalam penganiayaan berat.

Peruatan (tindak pidana) yang dibolehkan karena adanya paksaan sehingga
tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Tindak pidana ini dikhususkan pada perbuatan memakan dan
meminum sesuatu yang diharamkan. seperti tindakan memakan bangkai
dan babi, meminum darah dan sesuatu yang najis. Meskipun pada

dasarnya diharamkan, akan tetapi pengharamannya hilang karena adanya

* Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 1 . . ., hlm. 225,
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paksaan. Ada sedikit perbedaan dikalangan fukaha mengenai meminum

khamr. akan tetapi mavoritas membolehkannya.

3. Tindak pidana yang diberikan keringanan karcna adanya paksaan.

Perbuatan ini letap dianggap tindak pidana. tetapi tidak dijatuhi
hukuman, Tindak pidana yang termasuk dalam jenis ini adalah gazaf,
mencaci, mencuri atau merusak harta orang lain. Semua tindak pidana ini
dan vang termasuk dalam kategorinva. tidak ada hukuman vang
dibebankan kepada pelakunya apabila ia dipaksa melakukannya dengan
paksaan absolut. Walaupun demikian, perbuatan-perbuatan dalam jenis
pidana ini tetap diharamkan. Meskipun masih sedikit diperdebatkan akan

tetapi perbuatan zina karena paksaan juga termasuk dalam jenis ini.
Berdasarkan tiga kategori tersebut, meskipun pada dasarnya paksaan
merupakan alasan pemaaf akan tetapi pada keadaan tertentu bisa juga berupa
alasan pembenar dimana pecrbuatan dibenarkan dan tidak lagi merupakan
tindak pidana karcna dibolehkan seperti hukum paksaan pada poin dua di atas.
Sebagaimana pendapat di altas. bahwa pada penerapannva. ternvata
tidak semua jarimah yang dilakukan karena pengaruh paksaan ini dapat
menghapuskan hukuman. Mereka mengecualikan ketidak berlakuan paksaan
vaitu pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan berat atau pemotongan

anggola tubuh.
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Sebanding dengan paksaan. pengaruh terhadap tindakan karena
keadaan darurat pun demikian. pengecualian penghapusan hukuman hanva
pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat,

Jurisprudensi Hukum Islam antara lain apa yang pernah diputuskan
oleh Rasulullah sendiri. Dikisahkan bahwa ada kasus tentang seorang
perempuan yang dipaksa berzina. Rasulullah kemudian menghapuskan hukum
hudud dari perempuan tadi.

Sahabat Umar bin Khattab juga pernah mengsusurkan hadd zina
dengan alasan adanya paksaan dalam tindakan pidana terscbut. Dalam salah
satu riwayat dari Ibnu al-Qayyim diceritakan, bahwa pernah Umar mendatangi
seorang wanita vang sebelumnva kehausan dan melewati seorang
penggembala. Wanita itu kemudian meminta air kepada penggembala
tersebut. Penggembala itu menolak dan tidak memberikan air. kecuali jika ia
mau menyarahkan kegadisannya (disetubuhi). Kemudian terjadilah hubungan
intim antara keduanya. Dalam pada itu Umar membebaskan wanita itu.*®

Peristiwa diatas bisa saja ditafsirkan bukan suatu paksaan akan tetapi
keadaan darurat bagi si wanita dimana si wanita kehausan yang sangat
berusaha bertahan hidup, dan cara ia bertahan yaitu dengan kesediaannya itu.

Diriwayalkan oleh Imam al-Bukhari, bahwa pernah ada seorang budak
laki-laki memaksa budak wanita untuk melakukan zina dengannya

(memperkosa). Kemudisn Umar mendera  budak  laki-laki  ilw  dan

* Muyhammad Baltaji, Metodologi fjtihad Umar bin Al-Khathab, \crj. Masturi Irham,
{Jakarnta: Khalifa, 2003), him. 276.
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mengasingkannya. la tidak mendera budak wanita itu, karena dalam
melakukan perbuatannya itu ia dipaksa (diperkosa).”’

Jika demikian maka zina karena paksaan dapat mcenghapuskan
hukuman yang tentunya harus memenuhi kualifikasi adanya kesempurmaan
paksaan mulfi'. Akan tetapi tidak demikian dengan ulama Hanafivah yang
tetap memberi hukuman bagi laki-laki yang dipaksa zina. Alasan mereka
adalah karena laki-laki menjadi ercksi yvang berarti ada kemauan (kesiapan
anggota tubuh) dalam dirinva. Sedang pendapat vang membantah mengatakan
bahwa ereksi adalah hal yang alami dan bentuk kenormalan laki-laki jika
dihadapkan hal tersebut.?® Oleh karcna itu. baik laki-laki maupun perempuan
dihukumi sama, yaitn menjadi dihapuskan hukumannya,

Berbeda dengan perdebatan hapusnya hadd zina pada kasus paksaan,
pada janmah pembunuhan, pemotongan anggota badan atau penganiayaan
berat tidak dapat menghapuskan hukuman telah discpakati fukaha. Hanva saja
mercka berbeda pendapat dalam hal hukuman yang dijatubkan pada jaimah
kisas/diat ini.

Fukaha sepakat bahwa paksaan absolut (fkrdh mulfi'fancaman yang
menyangkut keselamatan nyawa dan anppota badan) tidak bisa menghapuskan
hukumun dur orang yang dipaksa spubila tindak pidana yang dilakukannya
adalah pembunuban pemotongan angpots badan. atau pemukulan vang
membinasakan, Mercka berpendapat demikian denpan alasan orany yane

dipaksa  melakukan  pembunuhan  terhadap korbannya it dengan  cara

* disid,. him. 277
T Walbah az-Zulialy, Ai-Fegh ai-lsiumi wa Adiffeia Juz 5, (Dunsyig Dar al-Fiki.
19R9), him. 401
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disengaja dan melawan hukum secara zalim. disertai keyakinan (dugaan)
bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari
kejahatan pemaksa.™

Dalil mereka adalah firman Allah dalam QS. Al-An’am ayat 151:

-~ & & X a
Ee 8 - -

[ L] Aw s
YOy ey R0 s 2Fs -l S 122w
( .r--.-lJ-; u.'L-.‘- 2} n.ul{'-‘-',.!-' ol ru....‘.;.....;... ‘_:

Dan janganiah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (memburathnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam hal hukuman vang
diterapkan. Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan asy-Syaibani, Daud az-
Zahirt, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, dan [mam asy-
Svafi'i menvatakan bahwa orang vang dipaksa tidak dikenakan kisas.
Hukuman kisas dikenakan bagi orang yang memaksa, sedangkan orang yang
dipaksa dikenakan hukuman ta'zir (hukuman yang penentuannya
didelepasikan syarak kepada hakim). Alasan mereka adalah hadis vang
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, at-Tabrani dan al-
Hakim di atas. Akan tetapi Zufar bin Huzail bin Huzail bin Qais (728-755,
ahli fikih Mazhab Hanafi) dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa orang yang
tepaksa dikenakan hukuman kisas, karena pembunuh scbenarnya adalah dia
(pelaku), sedangkan orang yang memaksa hanyalah penyebab, dan untuk
penyebab tidak dikenakan hukuman. Imam Abu Yusuf menvatakan baik orang
yang lerpaksa maupun yang memaksa tidak dikenakan hukuman kisas, karena

dalam kasus seperti ini terjadi keraguan, sedangkan Rasulullah SAW

* Abdul Qadir Audah, Ensikfopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3, terj. Tim Tsalisah
Bogor, hlm. 225-226,
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menyatakan: “Hindarkan hukuman hudud dalam kasus yang ada unsur
keraguannva™ (HR. at-Tirmizi dan al-Hakim). Akan tetapi. menurut Abu
Yusuf, orang yang terpaksa tersebut dikenakan diat (denda pembunuhan),
sedangkan orang yang memaksa tidak dikenakan sama sekali. Ulama mazhab
Maliki. pendapat vang kuat dikalangan Mazhab Svafi’i. dan pendapat standar
dalam Mazhab Hanbali manyatakan bahwa keduanya dikisas, karena masing-
masing punya andil dalam pembunuhan tersebut.*®

Hal ini dikaitannya antara pembunuhan secara langsung  dan
pembunuhan secara tidak langsung. Sebagaimana ketentuan dalam fikih

Jinayah bahwasannya dibedakan antara pelaku membunuh secara langsung

dan tidak langsung. Namun dengan melihat perbedaan tersebut tentunva
mereka juga membandingkan antar bentuk-bentuk pembunuhan, bahwa untuk
pembunuhan tidak disengaja dan kesalahan pun tetap dikenai kuhuman pada
pelaku. apalagi dalam paksaan vang berarti ada kesengajaan meski sengaja
yang terpaksa. Juga mengibaratkan pengampunan dasar hukum daya paksa
scbagal pengampunan tanpa syarat (dalam kisas). schingga memberiakukan
hukuman ta’zir.

Dalam hal paksaan yang sifatnya absolut atau pemaksaan yang sangat
berat. vang menghilangkan kemauan dan pilihan. para ulama sepakat bahwa
paksaan absolut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
yang menghilangkan nyawa atau penganiayaan berat. Artinya paksaan absolut

tidak mempunyai pengaruh terhadap kedua perbuatan tersebut dan pelakunva

*¢ Abdul Aziz Dahian, Fasiklopedi Hukum Ivinm 2. (Jakarta: Tkbtiar Barn Van Hoeve.
1997), him. 684,




Bagaimanapun juga, penganiayaan berat merupakan tindakan yang

mematikan di samping karena keduanya merupakan hukuman kisas (baik
pembunuhan atau penganiayaan). Hukum kisas sendiri dapat gugur dengan
pengampunan dari korban ataupun keluarga korban. Ada dua kemungkinan,
gisus diganti dengan diyat atau bahkan dapat dengan pengampunan. Dan ganti
dari pengampunan tanpa svarat adakalanva dengan hukuman ta’zir vang
ditentukan oleh kebijakan ulil amri untuk menjaga kemaslahatan umum.

Bisa dikatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan pengecualian
dalam pengecualian.

Untuk paksaan dalam mengucapkan kalimat kufur, orang yang dipaksa
Juga tidak dihukum, sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat Ammar
bin Yasir. Ketika itu dia sampai disiksa dan hampir menuruti sebagian
keinginan (paksaan) dari orang kafir, akan tetapi hatinya tetap damai dalam
Islam. Meski demikian, lebih dianjurkan untuk bersikap teguh dan bersabar
ketika menghadapi sisksaan. meski hal itu mengakibatkan kematian. Hal ini
dilakukan demi mengagungkan agama, sebagaimana yang dilakukan oleh
Yasir dan Sumayyah, hukumnya sama seperti orang yang terbunuh dalam
perang dan hukumnya berbeda dengan orang vang menjerumuskan diri dalam

kebinasaan (bunuh diri).**

' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Istam: Figih Jingyar, (Bandung; Pustaka Sctia, 2000),

him. 190

¥ Savvid [ahiq Figth Sunmah 4 1ee], Mujahidin Mohavvan, him 310
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Demikian adanya ketentuan paksaan dalam kufur yang berdasar firman

Allah dalam OS. An-Nahl avat 106:

2 L% aoaa
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Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuaii orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang
melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya
dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Lain kasus jika kufur sampai pada hati, dalam arti benar-benar kufur
sampai pada batas murtad atau keluar dari agama Islam. Karena hukum Islam
memandang lebih utama melawan paksaan sampai titik darah penghabisan dan
Jika 1a mati dalam mempertahankan agamanya maka ia mati svahid. Hukum
Islam memang tetap tidak lepas dari keakheratan atau skhrawi. Selain ada
hukum jinayat untuk didunia masih menanggung pula dosa dan pahala untuk
kelak di akhirat.

Menurut  golongan Hanafiyah, sesuatu yang dipaksakan terbagi
meniadi tiga yaitu. ucapan vang tidak dapat dibatalkan. ucapan vang dapat
dibatalkan dan perbuatan. Untuk perbuatan terbagi lagi menjadi dua, yaitu
perbuatan yang tidak mungkin bahwa pelaku adalah sebagai alat bagi si
pemaksa. Dalam hal ini akibat pemaksaan tidak ada tetapi pelaku tetap pelaku
dan ditcrapkan hukuman keringanan baginya. Seperti zina, merusak puasa dan

minum khamr, maka puasanya batal. Tetapi karcna zina dan khamr

mengharuskan hukuman dera. sedangkan hukuman itu gugur sebab belum




adanya kejelasan ( syubhai ), maka para ulama tidak menetapkan hukuman
dera bagi si pelaku.®

Kedua adalah perbuatan yang mungkin pelaku adalah sebagai alat bagi
si pemaksa, Hal ini ada dua sudut pandang. Pertama, harus dipastikan bahwa
sl pelaku adalah alat yang mengeanti posisi tindak kriminal vang ditetapkan
tidak sesuai dengan kehendak pemaksa. Perbedaan itu menyebabkan batalnya
hukum paksaan, karena ketika tidak patuh kepada sesuatu yang dipaksakan
berarti ia melakukan ketaatan. bukan kriminal vane dipaksakan. Hukum ini
sama dengan macam yang pertama.”*

Contohnya, sescorang yang sedang ihram memaksa kepada orang lain
vang juga sedang ihram untuk membunuh binatang buruan. Sedangkan
membunuh binatang buruan adalah tindak kriminal bagi orang yang ihram.
Pemaksa menghendaki tindak kriminal itu dari si pelaku atas ihramnya
sendiri. Apabila kita tetapkan si pelaku sebagai alat bagi si pemaksa. maka
hukum kriminal itu bagi ihram si pemaksa, dan itu bukan yang dipaksakan
kepada pclaku. maka pemaksaan itu batal. Oleh karena itu para ulama
menetapkan bahwa pelaku harus mengganti binatang buruan vang
dibunuhnya, si pemaksa harus menanggung ganti rugi bersama pelaku, karena
ia yang memberi petunjuk kepada pelaku untuk membunuh binatang buruan,
apabila vane diberi petunjuk harus menanggung apalagi vang memberi

petunjuk.*®

* Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, Ushul Fikih..., him, 216-217.

¥ thid., him. 217-218.
2 Ihid hlm 218
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Kedua, tidak dapat dipzllstikan bahwa pelaku adalah alat yang
menempati kedudukan tindak kriminal. Dalam hal ini ada perincian antara
pemaksaan itu  mwelfi® atau  ghaire  mulji’.  Apabila pemaksaan itu
membahayakan (mulji") maka perbuatan itu mulanya dihubungkan kepada
pemaksa. Seperti pemaksaan untuk merusak harta atau bunuh diri. Maka
pemaksa harus mengganti harta yang rusak dan digisas karena membunuh
dengan sengaja, sebagaimana pendapat Abu Ianifah dan Muhammad, dan
juga harus membayar kaffarar. Abu Yusuf mengegugurkan hukuman gisas
dengan alasan pembunuhan secara langsung tidak ada. Dari sisi ini, yakni
melakukan sceara langsung, Zufar berkata: Qishash dikenakan pada si pelaku
sendiri. karena dia vang melakukan secara langsung. Dan melakukan secara
langsung adalah salah satu illat (alasan) dalam hukuman gisas.™

Berbeda jika pembunuhan itu secara keliru, seperti orang yang
memaksa membunuh binatang buruan. lernvata mengenai orang. maka denda
berupa diyat dibebankan kepada pemaksa. Pemaksa terhalang untuk
mendapatkan bagian waris jika ia memaksa seseorang untuk membunuh
pewarisnya. Pelaku tidak terhalang untuk mendapatkan bagian waris jika ia
dipaksa untuk membunuh pewarisnya. Tetapi baik pemaksa ataupun pelaku.
keduanya berdosa dalam scliap pembunuhan, baik sengaja maupun tersalah. Si

vemaksa berdosa karena paksaannva. sedanckan pelaku karepa ia

* thid, hlm, 219,
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menggantungkan hidupnya kepada orang yang sama dengannya (sama
manusianva).”’

Sedangkan apabila paksaan itu tidak membahavakan (ghairn mulii’),
maka hukun hanya mengena pada si pelaku, karcna pilihannya tidak rusak, la
harus mengganti harta vang dirusak dan harus digishash dalam pembunuhan
vang disengaja. Semua ini ada keterkaitkan antara perbuatan pelaku dengan si
pemaksa.

Adapun dari sisi ada dan tidaknva keberanian dari pelaku atas
perbuatan, maka ada perincian, perkara haram yang dipaksakan kepadanya
adakalanya haram yang tdak dapat gugur kcharamannya dan tidak ada
keringanan dalam hukumannva. seperti pembunuhan. melukai orang lain dan
zina scorang laki-laki. Hal ini tidak bolch memaksakan keberanian untuk
melakukannya,™

Rioity juoa dalam hal darurat, karena keadaan darurat menemnati hal
paksaan. Berdasarkan dalil tentang keadaan darural beserta kaidah-kaidah
umum dan khususnya, kcadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak
pidana pembunuhan. dan penganiavaan berat. Hal ini dimaksudkan agar

manusia tidak semena-mena terhadap sesama meski dirinya dalam bahaya
(penerapan > Y 575 Y).

Berdasarkan pengecualian tersebut, maka orang yang dalam keadan

darural. dalam keadaan kelaparan vang sanpat. sementara ia tidak memiliki

Y Ihid.. hlm, 219-220.
* fhid.. him. 220,
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makanan apalagi harta, maka jika ia mencun makanan atau memakan bangkai
ia tidak dihukum. begitu juga orang vang meminum khamr karena terpaksa. ia
tidak dihukum.

Ketika orang yang dalam keadaan darurat mendapati bangkai.
makanan milik orang lain, hewan buruan bagi vang sedang ihram. atau
makanan dari hewan tanpa disembelih. Menurut jumhur (Hanafiyyah,
pendapat yvang terpercaya dikalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah) didahulukan
memakan bangkai. Karena memakan bangkai ditetapkan dengan nash. dan
memakan milik orang lain, atau kebolehan hewan buruan ditetapkan dengan
ytihad. Bagi mereka mengambil dan dalil nash lebih diutamakan, dan sebab
tak ada petanggungiawaban satu orang pun atas bangkai baik di dunia maupun
diakhirat, maka memakannya lebih ringan daripada memakan makanan orang
lain. Sebab disitu hak manusia lebih kuat sedang hak Allah lebih luas.*

Rica dikatakan bahwa antara nakeaan (ilrdh) dan keadaan terpaken
(darfirar) dalam hukum pidana Islam ini, berafiliasi menjadi bentuk
pengecualian suatu keadaan dengan unsur pembentuk sendiri-sendiri dan sifat
vang menvertai  vaitu  membahavakan (i/ja" sehingga menghapuskan
hukuman. Dan pada keadaan tertentu (pembunuhan dan penganiayaan berat),

‘tidak ada pengaruh sama sckali (pelaku tetap dihukum).

* Wahtah az-Zuhaily, A-Figh al-Istdmi wa Adillatuh Juz 3, him, 524,



BAB 1V

MENURUT PASAL 48 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan Daya Paksa Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana
Islam
Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan mengenai daya paksa
menurut pasal 48 KUHP dan menurut hukum pidana Islam pada bab-bab
sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi bahan analisis atas perbandingan
daya paksa dari masing-masing hukum pidana, dalam hal ini persamaan dan
perbedaan . Terlebih dahulu dalam bab ini penulis sebutkan persamaannya.
Dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa melakukan
tindak pidana karena pengaruh dava paksa, tidak dipidana.” Maksud daya
paksa (overmacht. Belanda). sesuai penafsiran historis dan gramatikal dari
bunyi asli pasal yang terkandung di dalam pasal tersebut tidak hanya paksaan
saja tetapi termasuk di dalamnya adalah keadaan darurat. Artinya, keadaan
darurat dipersamakan dengan paksaan atau bahwa keadaan darurat menempati
pasal (ketentuan) paksaan. Schingga bisa dikatakan satu pasal untuk dua
ketentuan.Dikatakan dua ketentuan karena bagaimana pun juga antara paksaan
dan darurat adalah dua hal yang berbeda akan tetap keduanya dipersamakan
karena adanya kemiripan yaitu “hal terpaksa™ atau “hal terkena paksaan”.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, perbedaannya dari sisi

inisiatif paksaan, yaitu untuk paksaan inisiatif dari orang lain sedang untuk

keadaan darurat adalah dari diri karena keadaan alam.
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Sama halnya dengan hukum pidana positif (vang tertera dalam pasal
48 KUHP). dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) yane mana dalil

paksaan antara lain adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 119:

F&i
{l_}il
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Dan mengapa kamu .'Jdak makan dari apa dagmg hewar.' yang ket:ka
disembelih disebur nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamnu
apa yang diharamkan-Nva kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan
terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya
tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang vang melampaui
batas.

Dalam QS. Al-Bagarah ayat 137:

SH L Y ¢ Uk & e :Jf,fu; ; 5-:,{.1 ") dury e 2 W
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Sesumgeuhnya Dia hanya mengharamkan atasmn hangkai, darah, daging
babi, dan daging (hewan) yang disembelih dengan menyebw nama selain
Allah.  Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena
menginginkannya dan tidak pula melampai batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyvayang.
Dua ayat itu disamping untuk dasar hukum keadaan darurat juga
sebagai dasar hukum paksaan.
e 1:,35_“1 U ozt v_ﬂ;ié;,:,
Baik itu kata " jev! L " * atau” sl .8 " pada ayat terdahulu dan juga

kata "iss S:ul L " pada hadis di atas tersebut ditafsirkan terpaksa, meliputi

paksaan dan keadaan darurat (keadaan terpaksa). Kita dapat mengibaratkan
orang yang dipaksa. dikenai paksaan, maka ia menjadi terpaksa. Begitu pula

dengan keadaan darurat, karena suatu hal menjadikan seseorang tepaksa
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melakukan tindak pidana demi menghindari bahaya yang mengancamnya. Jadi
bisa dikatakan satu dalil untuk dua ketentuan juga, Karena hukum pidana
Islam pun menempatkan darurat di posisi yang sama dengan paksaan.

Satu posisi persamaan tersebut menghasilkan satu bentuk akibat
hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan karena paksaan dan keadaan
darurat menjadi sebab dihapuskannyva hukuman (meniadakan pidana atau
asbab raf’i al-'ugitbah), Dalam ketentuan yang terkandung dari pasal 48
KUHP dan ketentuan dalam hukum pidana Islam. keduanya memberi
penjelasan bahwa daya paksa merupakan satu dari beberapa hal yang dapat
meniadakan pidana.

Namun demikian. ada sedikit pengecualian dalam hukum pidana
Islam, yaitu peniadaan pidana tidak berlaku untuk jarimah pembunuhan dan
penganiayaan berat. Keduva jarimah inipun karena dalam ketentuannya
terdapat hukuman bertingkat tergantung pengampunan dari pihak korban atau
pihak keluarga korban.

Hapusnya hukuman karena daya paksa merupakan alasan pemaaf dan
atau alasan pembenar. Baik itu hukum pidana Islam maupun pasal 48 KUHP.
menampung kedua alasan tersebut sebagai alasan dihapuskannyva pemidanaan.
Ini dikarenakan suatu tindakan pada keadaan tertentu dianggap tindakan
pidana, akan tetapi dimaafkan dan pada suatu keadaan tertentu perbuatan itu
dibenarkan dan dianggap bukan sebagai tindak pidana.

Namun demikian, meski terdapat dua alasan dengan alasan masing-

masing keadaan yang membentuk tindakan tersebut. baik itu fukaha maupun
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ahli hukum pidana positif, mayoritas menyebutkan bahwa paksaan merupakan
alasan pemaaf. Bahkan dalam hukum pidana Islam sendiri. alasan pembenar
hanya pada jarimah tertentu dan itupun jarimah yang sifatnya ringan, seperti
memakan bangkai, makan atau minum secsuatu yang najis.

Kesamaan konsep daya paksa juga terletak dalam hal adanva
tanggungjawab secara perdata apabila terjadi kerugian dipihak lain akibat
tindakan yang dilakukan karena pengaruh dava paksa. Pihak lain yang
dirugikan. apabila menuntut s terpaksa maka ia dapat dikenat
pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti memenuhi unsur tindakan
perdata.

Misalnya saja orang vang dipaksa memperkosa (dalam hukum pidana
[slam lebih tepatnya orang yang dipaksa berzina), maka si terpaksa ini tidak
dipidana. Akan tetapi apabila terjadi si wanita vang dipaksa zina itu hamil dan
menuntut atas anak yang dikandungnva maka orang yang dipaksa
menyetubuhi wanita itu dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata.
Bisa saja menikahi atau tanggung jawab membiayai atas perawatan si wanita
dan atau biaya hidup anak. Sungguh ini suatu kasus berat, tidak heran bila
masih ada fukaha yang berpendapat bahwa paksaan tidak berpengaruh dalam
jarimah zina terlebih bagi laki-laki.

Misalnya lagi orang yang dipaksa atau dalam keadaan darurat merusak
barang orang lain. Secara pidana ia tidak dihukum, tapi secara perdata, atas
kelalaiannya merusak atau merugikan orang lain. apabila pihak yang dirugikan

menuntut maka si terpaksa dapat dikenai pertanggungiawaban secara perdata.
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Setidaknya ada unsur subsidiariteit (upaya terakhir) dan unsur
proporsionaliteit (seimbang atau sebanding dengan ancaman) untuk bisa
disebut paksaan ataupun darurat, terlebih untuk bahaya yang lebih besar.
Sejalan dengan pasal 48 KUHP, pun demikian dengan hukum pidana Islam.
Hanya saja seperti dalam ketentuan dasarnva. hal itu tidak berlaku untuk dua
jarimah pengecualiannya. Hukum pidana Islam menegaskan bahwa
pembunuhan dan penganiayaan tidak boleh memaksakan keberanian untuk
melakukannya meskipun itu paksaan mudji’.

Paksaan yang lazimnya disertai dengan ancaman, senngkali ancaman
ditujukan langsung kepada orang vang dipaksa dan ada kalanya ditujukan
kepada keluarga dekat dari orang vang dipaksa sehingga menjadikannva
terpaksa melakukan perbuatan pidana yang dipaksakan kepadanya.

Kesamaan juga terletak diujung upaya penegakan hukum pidana
formil. hakim (gddi) sebagai orang vang menilai. menimbang dan pada
akhirnya yang memutus perkara, harus benar-benar perhatian dan hati-hati
dalam memutus perkara. apalagi terkait dengan daya paksa ini. Tidak
dipungkiri hal dava paksa seringkali tersamar. kita andaikan saja bila ada
kasus seperti para TKW di luar negeri yang divonis hukuman mati, seringkali
tindakan pembelaan diri karena terpaksa pun tidak terselamatkan, apalagi
karena paksaan. bukan tidak mugkin jika pelaku adalah korban sedang pelaku
sesungguhya selamat dari jeratan hukum.

Karena berat ringannya ancaman akan subjektif tergantung masing-

masing orang vang menerima ancaman. maka perlu diperhatikan dengan
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scksama oleh hakim. Kehati-hatian dan keyakinan hakim, serta sikap memiliki
prinsip keadilan sosial sudah seharusnya melekat dalam jiwa-iiwa hakim pada
khusususnya dan penegak hukum pada umumnya. Apalagi untuk saat ini,
gempuran suap menyuap dikalangan penegak hukum sudah bukan hal baru
lagi dan tidak boleh dimaklumi.

Dengan demikian kehati-hatian hakim tidak menjadikan korban
sebagai pelaku, karena dalam perkara daya paksa, pelaku adalah korban bagi
si pemaksa. Sementara itu hakim dalam memutus perkara harus benar dan
yakin, sudah menjadi keharusan hakim berijtihad mencari kebenaran dan
sekaligus tidak boleh memutus perkara dalam keraguan, sebagaimana

perintah menghindarkan hudud jika terdapat syvubhat.

. Perbedaan Daya Paksa Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana
Islam

Secara rinci. antara hukum pidana Islam dan ketentuan pasal 48 KUHP
atau hukum pidana positif tentang dava paksa memiliki lebih banyak
perbedaannya. Bahkan perbedaan itu dan bangunan dasar untuk bisa disebut
mutlak dan relatifnya serta implikasinya dalam tindak pidana. Perbedaan juga
dalam bentuk-bentuk untuk disebut darurat atau dalam hukum pidana Islam
lebih kepada tingkatan darurat, segi implikasi terhadap tindak pidana, serta
segi keumuman dasar hukumnya.

Dikatakan perbedaan pada bangunan dasar adalah bangunan dasar
untuk jenis paksaan. Jika dalam hukum pidana positif yang terwakili dalam

pasal 48 KUHP ini. untuk membedakan apakah paksaan itu mutlak atau relatif




hanya dengan melihat ada tidaknya pilihan untuk melakukan perbuatan pidana
vang dipaksakan atau menerima ancaman yang diancamkan. Dengan kata lain.
dalam paksaan mutlak atau absolut (absolute ovemacht), orang yang dipaksa
adalah manus ministra atau alat bagi si pemaksa. Sedang paksaan relatif
(relative overmacht ) dapat dilihat bahwa pelaku bukan alat dari si pemaksa.

Sedang dalam hukum pidana Islam, yang mana istilah paksaan mulji’
dan ghairy mulji’ lebih populer dibanding istilah bi al- haq dan bi ghair al-
hag. ataupun mutlak dan relatif. yaitu selain dengan melihat ada tidaknya
pilihan atau kerelaan, juga dibarengi membahayakan (mengancam
kesclamatan jiwa atau anggota badan) tidaknya suatu paksaan yang
mengancam, Bila paksaan itu membahayakan jiwa atau kerusakan anggota
badan schingga merusak pilihan maka disebut paksaan muffi’ atau disebut juga
paksaan mutlak atau ikrdh taGmm (paksaan sempurna).

Dengan kriteria demikian. paksaan absolut dalam hukum pidana Islam
bisa dua kemungkinan, orang vang di paksa itu sebagai alat bagi si pemaksa
atau sebagai pelaku yang melakukan tindakan oleh karena adanya paksaan.

Perbebedaan juga terletak dalam bentuk-bentuk darurat. menurut pasal
48 KUHP, bentuk darurat terdiri dani pertentangan antara hak (kepentingan
hukum) dengan kewajiban hukum. pertententangan antara hak dengan hak,
dan pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum, Dalam
hukum pidana Islam bentuk darurat itu bertingkat (lebih pada tujuan), yaitu
darurat untuk menjaga agama (hifZu ad-din). mcnjaga jiwa (hifzu an-nafs).

meniaga akal (Aifzu al-‘agl). meniaga harta (hifzu af-mdf). dan menjaga
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keturunan (hifzu an-nasl}) dari kehancuran. Jika ada ancaman yang
mengancam  bentuk-bentuk  kedaruratan  terscbut dengan terpenuhinya
syarat/kriteria darurat sebagaimana telah disebutkan pada bab tiga.

Kembali kesoal macam paksaan. dari dua macam pengkategorian
paksaan mengakibakan perbedaan pengaruh terhadap perbuatan pidana.

Jika dalam hukum pidana positif, paksaan absolut otomatis menjadikan
orang vang terkena paksaan tidak dihukum. Seperti yang dijelaskan tadi. ini
dikarenakan pada paksaan absolut orang vang dipaksa hanyalah sebagai alat
bagi si pemaksa. Paksaan absolut imi bukanlah vang dimaksud pasal 48
KUHP. Sedangkan paksaan rclatif. dalam pidana positif. juga menghapus
hukuman.

Lain lagi dengan hukum pidana Islam yang mencgaskan bahwa hanya
paksaan absolutlah yang berpengaruh terhadap hapusnya hukuman pidana,
atau istilah lengkapnya paksaan sempurna, ikdh tdamm, ikrdh mulj’, ikréh bi
ghair al-hag. Ini saja masih ada pegecualiannya. meski paksaan mudji', tidak
ada pengaruh dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat
(keduanya merupakan tindak pidana kisas/diat). Ini berarti orang yang dipaksa
membunuh atau menganiaya dengan sangat, meski ia diancam dengan bunuh
atau peganiayaan (paksaan mulfi"). ia tetap dikenai hukuman kisas atau diat
atau malah hanya hukuman ta’zir.

Scbagai hukuman pokok terganiung pengampunan dari Korban aau
keluarga korban. Hukuman ta’zir schapal hukuman pokok nka pihak korban

aebieas anal 1.
B

tan pilinak Relisran kodhan engempuni Wapa syarat, Dan penguasa memberi
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hukuman ta'zir sebagai pengajaran kepada masvarakat atas tindakan yang
membahayakan tersebut.

Dengan demikian, untuk ketentuan pasal 48 KUHP sebagai aturan
umum dalam hukum pidana Indonesia. tidak membedakan jenis tindak pidana.
Ketentuan vang juga berlaku untuk tindak pidana yvang diatur diluar KUHP.
Sedangkan hukum pidana Islam membedakan pengaruh paksaan terhadap
jenis jarimah. Untuk semua jarimah hudud dan ta’zir. daya paksa berpengaruh
terhadap hapusnyva hukuman pidana. Dan untuk jarimah kisas/diat. masih
dibedakan lagi yaitu pada janmah penganiayaan (pencederaan). Apabila
penganiayaan berat, paksaan tidak berpengaruh (schagaimana pada jarimah
pembunuhan). Paksaan berengaruh pada penganiavaan ringan. Karena
diibaratkan paksaan mulji" adalah paksaan dengan ancaman penganiayaan
berat atau bahkan ancaman penghilangan nyawa.

Seperti dikatakan oleh Ahmad Hanafi vang dikutip Topo Santoso',
pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syamn’at Islam hanya
dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan diharamkan syara’. serta tidak
dikenakan terhadap kekeliruan, Firman Allah, “Dan tidak ada dosa atasmu
tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang kamu
sengajakan oleh hatimu.” (S, Al-Ahzab, 33: 5). Jupa karena sabda Nabi: ©
Terangkat dari umatku kelirn, lupa dan apa vang dikerjakan oleh mereka
karena terpaksa.” Akan tetapi syari’at mengecualikan hal diatas jika terjadi

dalam tindak pidana. jadi dibolchkan penjatuhan hukuman meskipun ada

' Topo Samtoso, Menggagay Hukum Pidana Islam: Penerapan Svari'at Islam dolam
Konteks Modernitas, (Bandung: Asy-Syaamil, 2001), hlm. 168-169.
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unsur kekeliruan, Namun hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana hilangnya
nyawa orang dan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat
menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain kedua tindak pidana di
atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.

Alasan mengapa hukum pidana Islam tidak memberlakukan
penghapusan hukuman pada pembunuhan dan penganiayaan berat adalah
konsekuensi logis dari ajaran Islam. Seperti dikatakan Abdurrahman 1. Doi’
bahwa tak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia demikian
kudusnya sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang,
dan siapa pun yang menyclamatkan hidup scscorang scolah-olah tclah

menyelamatkan hidup semua umat manusia.

PR -

(VY sty Gl 0 BT UG G L) il il s Ui

o

Bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan i muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia
seluruhnva. Dan barang siapa vang menvelomatkan heidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia
semuanya.

Tidak ada alasan apapun untuk membunuh manusia kecuali alasan
vang benar. alasan vang dibenarka syara’, berdasaran ayat 151 QS. Al-An’am.
(10 ety GhL W 5 A i

Dan janganiah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuaiu (sebab) yang benar.

* Abdurrahman 1. Doi, Tindak Pidana dolam Syariot fstam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992},
hlm. 17-18.
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Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut’:

1. Hukum balas (gishash) van dikenakan bagi scorang penjahat vang
membunuh seserang engan sengaja.

2. Dalam perang , mepertahankan din (jihad) melawan musvh Islam.
Merupakan hal yang wajar baliwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.

3. Hukuman mati bagi para penghianal yang berusaha menggulingkan
pemerintah Islam (fasal fi bidh).

4, Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijaruhi hukuman f{add karena
berzina.

5. Orang yang merampok/membegal (Hirabah).

Sementara perbedaan hukumannya dikalangan fukaha, mungkin lebih
karena penerapan segi hukum pidana Islam yang membedakan antara pelaku
pembunuhan secara langsung dan tidak langsung.

Pengecualian ini, mungkin juga karcna dengan mafhum aulawi dan

avat 92 OS. An-Nisa berikut:

Loy alepe 15) 3 0 Ui W 500 s Y)W B O L 08 U
CAY s Ly Ve of Yy ol i e
Dan tidak lavak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). dan barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendakiah) ia memerdekakan seorang
hamba sahava vang beriman serta membavar diat vang diserahkan kepada
keluarganya (50 terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
beredekah.

Mafhum aulawi dan ayal di atas adalah dalam membunuh karena
tersalah saja harus membavar diat. jadi keadaan terpaksa juga demikian,
Apalagi dalam paksaan ini orang yang dipaksa tahu akibat dari perbuatannya.
Jika diibaratkan kesengajaan dalam paksaan adalah kesengajaan yang
direkayasa. dibuat-buat (terpaksa). Sehingga. pendapat ulama kebanyakan

menghukuminya dengan hukuman kisas.

! Ibid., him. 19.

|
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Posisi khata' yang scjajar dengan ikrdh adalah scbagai pemahaman
dari bunyi hadis berikut sebagai dasar penghapusan hukuman karena dava

paksa (hadis dengan redaksi berbeda tetapi satu pemahaman).

- o N
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Terangkat (dosa) dari umatku, kekefiruan, tupa dan perbuatan yang mereka
lakukan karena terpaksa.

Penganiayaan merupakan pembunuhan parsial. sccara kedckatan,
penganiavaan menjurus pada pembunuhan, keduanva merupakan jarimah
qisas dan diat dengan kesamaan unsur dan bentuk-bentuknya. Adakalanya
sescorang melakukan pembunuhan akan tetapi hanya memberi luka berat,
adakalanya orang melukai tapi berujung pembunuhan. Firman Allah tentang

hukuman kisas dalam QS. Al-Maidah ayat 45:
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Dan Kami telan terapkan bagi mereka di daiumnya (Tawrat) bahwa nyawd

dibalas dengan nyawa, mata dengan mare, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada gisasnya (balasan

vang sama). Barang siapa melepaskan (hak gisaslnya, maka itu menjadi

penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutus perkara menurut apa
vang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

o U'L- JJ.H

Oleh karena itu pada umumnya fukaha sepakat bahwa membunuh dan
penganiayaan berat karena paksaan tidak mempengaruhi hapusnya hukuman.
Ini bukan berarti sekedar menganggap jarimah lain lebih ringan, tetapi juga

dalam kedua jarimah tersebut tidak mengharuskan adanya unsur kesengajaan.
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Fukaha juga scpakat mengenai tindakan mana yang merupakan tindak
pidana yang dimaafkan karena dava paksa dan mana saja vang termasuk
tindakan yang dibcnarkan, dalam arti dalam kcadaan daya paksa perbuatan
tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Tidak demikian dengan
para ahli hukum pidana positif. mereka tidak ada kesatuan pendapat mana
perbuatan perbuatan yang merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.

Pada dasarnya perbedaan berpangkal dan keumuman bunyi teks
undang-undang (al-Qur’an. Hadis, KUHP) sebagai asas legalitas masing-
masing hukum pidana.

Dalam pasal 48 KUHP, tertera jelas keumuman kandungan bunyi
pasal. “Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh dava paksa,
tidak dipidana.” Telah jelas secara bahasa, kata “barangsiapa™ dan “tindak
pidana”. sudah pasti menunjukkan arti umum, Dan yang pasti pasal tersebut
merupakan Buku Kesatu bagian dari aturan umum dalam KUHP yang
membawahi aturan tindak pidana dalam KUHP dan UU tindak pidana di luar
KUHP. Tidak ada pengecualian dalam tindak pidana karena disandingkan
dengan pasal-pasal vang umumnya menvebutkan * barangsiapa dengan
sengaja’, dan dalam hukum pidana positif, unsur sengaja tidak terpenuhi
dalam hal paksaan.

Sementara hukum pidana Islam. unsur sengaja tidak harus ada dalam
tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Seperti pembunuhan tersalah
{kcliru, khata’) dan penganiayaan tersalah. Ini berarti keumuman hadis berikut

tidak meliputi dua tindak pidana tersebut.
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Menurut ulama usul tikih, bentuk-bentuk keumuman ialah isim-isim
isyarat dan istifham (kata tanya) dan mawsui (kata penghubung) dan kata yang
dibentuk dengan “af" untuk jenis dan nakirah menafikan dan jamak yang

dibentuk dengan “fam” dan idafah (aneksi).*

Jadi, berdasarkan implikasi tekstual (dalalah), kata * Se. L adalah

kata yang menunjukan makna umum sebagaimana keumuman makna kata

“ldi Alan tetapi sehubunean dengan adanya kekhususan karakter (syarat,

unsur) tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, bahwa unsur
kesengajaan tidak harus ada, bahkan unsur keliru pun masih menjadikan
keduanya schagai jarimah berat. maka terdapatlah pengecualian penghapusan
hukuman.

Mengutip pendapat Abdul Qadir Audah yang menvebutkan bahwa
apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan lafal umum. maknanva
harus dipalingkan kepada sisa dari satuan-satuan yang dikandungnya (cakupan
lafal). Hukum atas lafal umum vang telah dikhususkan, kualitasnya menjadi
zanni. tidak lagi gar'i. Ini dikarenakan nas yang menghususkan lafal umum
tersebut harus menjadi ifaf, sedangkan #far ini terkadang bisa diterapkan pada

sisa dari cakupan lafal. Dengan demikian. scolah-scolah pengkhususan

" Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Lishul Fikih, terj. Faiz ¢l Munagicn, (Jakara:

Pustaka Amani, 2007}, him. 316.

1"



93

pertama tersebut telah menjadi cakupan lafal umum yang tersisa mengandung
kemungkinan untuk dikhususkan dan dalilnya tidak meniadi gaf 'i.*

Maka dari itu tanpa harus melihat dari scgi hirarki kchujjahan dasar
hukum yaitu bahwa hadis tersebut di atas termasuk hadis ahad yang masyhur®,
dan karena menurut Imam Svafi’i dalam Ar-Risalahnya menegaskan bahwa
hadis ahad tetap bisa dijadikan hujjah’), sedangkan ayat tetang pembunuhan
keliru (khata’) merupakan ayat muhkam, dan bersamaan dalam dalam ayat itu.

pembunuhan karena paksaan merupakan mafhum aulawinya,

* Abdu! Qadir Audah, Ensikopedi Hukum Prdana Islam Jilid 1, terj. Tim Salisah Bogor,
(Jakarta: Kharisma llmu, 2008), him, 226.

® Lihat pembagian hadis dalam M, Acus Solahdin dan Aeus Suryadi, [Humut Hadis,
Bandung: Pustaka Setia, 2009, him. 134-135. Lihat pula Ar-Risalah

" Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Ar-Risalah, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2008), him. 425-426.

T ——
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis perbandingan daya paksa menurut pasal 48 KUHP
dan hukum pidana Islam yang telah penulis lakukan dan telah tersebut dalam
bab sebelumnya. maka diperoleh kesimpulan hahwa daya paksa dalam pasal
48 KUHP mencakup paksaan dan keadaan darurat. Demikian juga dalam
hukum pidana Islam yang menyamakan antara hukum Paksaan dengan

darurat. Karena memang sccara garis besar antara daya paksa dalam hukum

pidana positif dan Islam  tersebut sama. vaitu scbagai sebah vang
menghapuskan hukuman, Persamaan lajp meliputi adanya alasan pemaaf dan
pembenar  dengan mayoritas  mengatakan sebagai pemaaf adanya
tanggungiawab secara perdata. ancaman yang ditujukan langsung atau kepada
keluarga dekat s terpaksa, serta hakim scbagai penilaj kebijakan adanya unsur
daya paksa dalam suay tindakan.

Sedangkan perbedaannya  terletak pada dasar pembentukan. atay
bangunannya. Seperti halnya untuk sebutan paksaan mutlak dan relatif, atay
pada keadaan darurar yang berbeda macamnya. Dalam hukum pidana Tslam
ada kriteria yang jelas Sémentara dalam pasal 48 KUHP masih lebih kabur
kniterianya. Perbedaan Juga bekenaan dengan keumuman implikasi makna
tcks/nash sehaga landasan hukum, adanya kcpastian perbuatan mana yang

termasuk alasan pembenar atay pemaal dalam hukum pidana Islam. serta
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adanya pengecualian jarimah yang tidak dihapuskan hukumannya. yaitu
jarimah pembunuhan dan penganiavaan berat dalam hukum pidana Islam.
B. Saran-Saran

1. Masyarakat pada umumnya. hati-hati dalam bertindak, karena
kecerobohan dan kelalaian seringkali bukan hanya menjadikan sebagai
korban saja, bahkan dijadikan sebagai pelaku yang sesungguhnya
merupakan korban. Mudahnya akses informasi sekarang ini sekiranya
menambah wawasan tentang hukum dan semakin mawas diri.

2. Untwuk para penegak hukum pada umumnya, sepatutnyalah berjiwa
menjunjung tinggl rasa keadilan, menjiwai karakter profesinya schagi
penegak hukum. Terutama para hakim atau gadhi untuk lebih teliti dan
bijaksana berkenaan dengan kasus daya paksa vyang sifat ancaman
subjektif.

3. Pemerintah  sebagai pembuat undang-undang dapat  semakin
memperhatikan dan memperbaiki dalam pembenahan pembentukan
undang-undang yang memberi kejelasan makna dan perlidungan vang pro
rakvat kecil.

C. Penutup
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala karunia taufik dan hidavah serta inayah-Nya. sehingga skripsi ini dapat
selesai. Meski penulis sadari masih banyak kekurangan atau bahkan mungkin

jauh dari sempurna. baik dari scgi penulisan maupun isinya. Untuk itu kritik
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dan saran yang membangun dari pembaca. penulis harapkan demi karya tulis
yang lebih baik.

Namun demikian, penulis sangat berharap skripsi ini bermanfaat bagi
diri penulis dan orang lain. terutama mercka yang haus akan ilmu dan

pengetahuan,

-
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JL. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : $ti.23/J.Sya/PP.00.9/ 024 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari’ah STAIN
Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ngafifatur Rohmah
NIM ;052621011
Smt./Prodi : XI/AS

Jurusan : Syari’ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

“DAYA PAKSA (OVERMACHT) MENURUT PASAL 48 KUHP DAN HUKUM
PIDANA ISLAM”

Pada Tanggal 21 Desember 2010 dan dinyatakan LULUS/FPAKTHETS #)

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perbaikan latar belakang masalah dan memperjelas problem akademnik.

2. Judul difokuskan pada perbandingan konsep daya paksa menurut pasal 48 KUHP dan
hukum pidana Islam.

3. Penguraian secara jelas teknik dan prosedur metode pengumpulan data.

4. Penjelasan penerapan metode content analysis dan metode perbandingan terkait dengan
penelitian yang dikaji,

5. Perbaikan kesalahan tata tulis dan penerapan transliterasi secara benar dan konsisten.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset
penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 8 Januari 2011
Ketua Sid Sekretaris Sidang

-

; Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005 NIP. 19720402 199803 1 002




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINCCGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWQKERTO

JURUSAN SYARIAH
Alamat: JL Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURATKETERANGAN
© Sti. 23/].Sya/PP.00.9/ 162 /2011,

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan

bahwa :
Nama :  Ngafifatur Rohmah
NIM : 052621011

Semester : XII

Prodi . A3

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai B+ .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

seba gaimana mestinya.

?’Drs,‘H_, fa'at, MLAg.
Nﬂ’lgﬁ:ﬁﬂgl{] 199203 1 005

1.":'
ey =




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI’AH
Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

=_

i REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :
Nama : Ngaﬁfatuf Rohmah
NIM : 052621011

Jurusan/Prodi/Semester  : Syari’ab/AS/XIII

Angkatan Tahun : 2005
Judul Skripsi : DAYA PAKSA (OVERMACHT) MENURUT PASAL 48 KUHP
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut diatas telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan
. penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Januari 2012

Dosen Pembimbing

iduri, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS
1. Nama : Ngafifatur Rohmah
2. Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 24 November 1985
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/ Belum Nikah : Belum Menikah
5. Nama Orang Tua ! a. Ayah : Moch. Zangimuddin

b.Tbu  : Siti Thowiyah
6. Alamat : Serayu Larangan RT 01/ RW 04,
Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

I. SD Negeri Serayu Larangan 1 ¢ lulus tahun 1998
2, MTs, Ma’arif NU 1 Sokaraja : lulus tahun 2001
3. SMA Negeri | Bobotsari ¢ lulus tahun 2004
4. STAIN Purwokerto ¢ lulus teori 2012

Demikian pernyataan riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Purwokerto, 16 Januari 2012

Yang menyatakan

Ngafifatur Rohmah
NIM. 052621011




